
EKRET RI JE. DERAL 

DEWA PERWAKIL R KYAT 

REPUB IK I DONE l 

PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dcngan adan a perubahan struktur

organisasi serta untuk peningkatan efisiensi dan

tertib administrasi tata naskah dinas, perlu adan a

pedoman dalam pembuatan dan p ngelolaan tata

na kah dinas di lingkungan Sekr tariat Jend ral

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa P raturan kretari �J nderal Dewan

Perwakilan Rak at R publik Indonesia Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pedoman Tata askah

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan

Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai

dengan perkembangan kebutuhan hukum dan

organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Sekretaris J nderal Dewan

Pen.\akilan Rakyat Rcpublik Indon sia tentang Tata
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Naskah Oinas Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara omor 4843),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia omor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dev,ran Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6396);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pela ksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Sekretariat Dewan Perwa kilan Rakyat Republik 

Indon esia {Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Norn or 39); 

6. Peraturan Kepa la Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pedoman 

Tata Naskah Dinas (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG TATA NASKAH DINAS SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera tu ran Sekretaris Jenderal Dewa n 

Perwa kilan Rakyat ini yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Dinas adalah informasi lertulis sebagai 

a lat komunikasi kedinasan yang dibuat dan 

diterima Sekretariat Jendera l Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dalam rangka 



-4-

penyelenggaraan 

pem banguna n. 

tugas pemcrintahan dan 

2 . Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang 

jenis dan format, teknik penyusunan , 

kewenangan penandalanganan serta 

penga manan Naskah Dinas yang digunakan 

dalam kornunikasi kedinasan. 

3. Sekretariat J endera l Dewan Pe n.vakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Sekretariat Jendera l DPR RI adala h a para tur 

perne rintah yang di da larn menjala nka n tugas dan 

fungsinya be rada di bawah dan bertanggungjawab 

la ngsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

4 . Sekretaris Jenderal adalah Sekre taris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalarn berbagai bentuk da n m edia sesuai dengan 

perke rnbanga n teknologi inforrnasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

Sekretariat Jendera l DPR RI untuk rnendukung 

pelaksa naan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indones ia. 

6. Arsip Dinamis adalah a rs1p yang digunakan 

secara langsung dalarn kegiatan penc ipta a rsip 

dan disirnpan selarna jangka waktu tertentu. 

7 . Klasifikasi adalah proses ide ntifikasi kategori

kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang 

dihasilkan dan rnengelornpokka nnya. 

8. Klas ifikasi Arsip adalah pola pcnga turan arsip 

secara berjenja ng dari hasil pe laksanaan fungsi 

dan tugas instans i me nja di bebera pa kategori unit 

inforrna si kearsi pan. 
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9. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori 

kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada 

tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya 

terhadap kepentingan dan keamanan negara, 

masyarakat dan perorangan. 

10. Hak Akses adalah kategori pembatasan akses 

terhadap Arsip berdasarkan kewenangan 

penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan 

tu gas dan f ungsi terten tu. 

11. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 

penggunaa n, logo , dan cap lcmbaga . 

12. Logo Sekretariat Jendera l DPR RI adalah gambar 

atau huruf sebagai identitas Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

13. Cap Dinas adalah gambar Logo Sekretariat 

Jenderal OPR RI sebagai tanda pengenal yang sah 

dan berlaku. 

14. Kertas Berpengaman adalah kertas khusus yang 

dalam proses produksinya ditambahkan fitur 

penga man, baik yang dapat dilihat secara 

langsung maupun hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan peralatan khusus, untuk 

menghindari tindakan pemalsuan. 

15. Pengendalian Naskah Oinas a dalah kegiatan 

pengelolaan dan pemrosesan Naskah Dinas 

secara formal dan tertulis baik yang diterima 

ataupun dikeluarkan oleh unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Jenderal OPR RI. 



-6-

Pasal 2 

(1) Peraturan Sekretaris J ende ra l ini dima ksudkan 

sebagai pedoman bagi setiap uni t kerja di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

rangka pembua ta n dan pen gelolaan Tata Naskah 

Dinas. 

(2 ) Peratu ra n Sekretaris Jenderal ini be rtujua n untuk 

mencipta kan kela ncaran komunikasi tertu lis yang 

efektif da n efis ien da la m penyelenggaraan tugas , 

fungsi, dan kewenangan Sekretariat J endera l DPR 

RI. 

BAB II 
LINGKUP PENGATURAN 

Pasa l 3 

Lingkup pengaturan da lam pe nyelenggaraan Tata 

Naskah Dinas m eliputi: 

a. jenis Naskah Dinas; 

b. pembuata n Naskah Dinas; 

c. kewenangan penanda tanganan; 

d. pengam a nan Naska h Dinas; 

e . penge nda lian dan pendistribus ia n Naska h Dinas; 

d an 

f. Naskah Dinas elektronik. 

BAB TII 
JENIS NASKAH Dl NAS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa l4 

( 1) Naskah Dinas terdiri atas: 

a . Naska h Dina s araha n; 
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b. Naskah Dinas korespondensi; 

c. Naskah Dinas khusus; 

d. laporan; 

e. telaah staf; dan 

f. Naskah Dinas lainnya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penulisan Naskah 

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Bagian Ked ua 
Naskah Dinas Arahan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 5 

( 1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang bersifat 

pengaturan , penetapan, dan penugasan yang h arus 

dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

(2) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. peraturan; 

b. keputusan; 

C. instruksi; 

d. standar operasional prosed ur; 

e . surat edaran; dan 

f. surat perintah/ surat tugas. 
;(; 
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(3) Ketentua n mengen a i tata cara penulisan dan 

Format Naskah Dinas arahan sebagaimana 

dima ksud pada ayat (2) tercantum dala m Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Paragraf 2 
Pera tu ran 

Pasa16 

(1) Peratura n sebagaima na dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf a merupakan Naskah Dinas yang 

m engika t secara umum, bersifat mengatur da n 

memuat ke bijaka n pokok yang dibuat, ditetapkan, 

dan ditandatangani oleh Sekretaris J endera l. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentuka n dan 

Formal Naskah Dinas peraturan sebagaim a na 

dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peratura n 

Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang 

pembentukan produk hukum. 

Pa ragraf 3 
Keputusan 

Pasal 7 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf b merupakan Naskah Dinas yang 

memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak 

bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan 

kegia tan, yang digunakan un tuk: 

a. menetapkan / mengu bah 

kepegawaian / personal 

material/ peristiwa; 

s tatus 

/ keanggotaan / 
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b. membentuk/mengubah / m embubarka n suatu 

kepa nitiaan / tim; a tau 

c. menetapkan pelimpahan wewenang. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Keputusan Sekretaris Jenderal; 

b. Keputusan Sekretaris J enderal tentang 

pengangkatan dan pcmberhentian tenaga a hli 

dan staf administrasi anggota Dewa n 

Perwa kila n Rakyat Re publik Indonesia; 

c. Keputusan Kuasa Pe ngguna Anggaran 

Sekretariat Jenderal DPR RI; 

d. Keputu san terkait disiplin pegawa1 yang 

ditetapka n oleh atasan la ngsung pegawai yang 

bersangkutan; 

e. Keputusan terkait informasi publik yang 

di tetapkan ole h pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi; dan 

f. Keputusan lain yang dibuat oleh pejabat 

berdasarkan kewena nga n yang diberika n ole h 

peraturan perunda ng-undangan. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Sekretaris J enderal, pejabat la in 

yang menerima pendelegasia n wewenang, atau 

pejabat lain yang a tas j a ba tannya berdasarkan 

ketentuan 

memiliki 

ke putusan. 

peraturan 

kewen a ngan 

pe rundang-unda ngan 

untuk menetapkan 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan 

Format Naskah Dinas Keputu san sebagaima na 

dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan 

Sekretaris Jendera l yang m engatur tenta ng 

pembentuka n produk hukum. 
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Paragraf 4 
Instruksi 

Pasal8 

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf c merupakan Naskah Dinas yang 

memuat kebijakan berupa perintah atau arahan 

tentang pelaksanaan suatu kebijakan. 

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. 

Paragraf 5 
Standar Operasional Prosedur 

Pasal9 

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d 

merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang 

dibakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok, 

fungsi dan proses pcnyclcnggaraan administrasi 

pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

(2) Standar operasional proscdur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 

masing-masing pejabat pimpinan tinggi pada unit 

yang menyusun. 

(3) Standar operasional prosedur scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Jenderal. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan 

Format standar operasional prosedur sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( 1), diatur dalam Peraturan 
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Sekretaris Jendera l yang mcn gatur ten tang standar 

operasional prosedur. 

Paragraf 6 
Surat Edaran 

Pasa l 10 

( 1) Surat edaran sebagaima na dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf e merupa ka n Naska h Dinas yang 

memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang 

dianggap penting d a n m endesak. 

(2) Surat edara n sebagaima n a d imaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan oleh Sekretaris J endera l. 

(3) Sekretaris Jenderal dapal melimpahkan 

kewenangan penetapan sural edaran sebagaima na 

dimaksud pada ayat (2 ) ke pada pejabat pimpinan 

tinggi m adya yang ditunjuk sesua1 denga n 

substansi surat edaran. 

Paragraf 7 
Surat Perintah/ Surat Tugas 

Pasal 11 

( l) Surat perintah / su rat tugas scbaga imana dimaks ud 

dalam Pasal 5 ayal (2) huruf f merupakan Naskah 

Dinas yang dibuat oleh a ta sa n atau pejabat yang 

berwenang kepada bawahan atau pejabat la in yang 

diperintah / diberi tugas untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu. 

(2) Surat perintah/su rat tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) ditandatangani oleh pejabat pimpina n 

t inggi atau pejabat yang diberi kewen angan 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan dan/ a tau Pera tu ran Sekretaris Jenderal. 

(3) Tata cara penggunaan surat perintah/ surat tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan kclenluan peraturan 

perundang-unda ngan 

Se kre taris J endera l. 

dan/atau 

Bagian Ketiga 

Peraturan 

Naskah Dinas Korespondensi 

( 1) Naskah Dinas 

Pa ragraf 1 
Umum 

Pasal 12 

korespondensi sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b , terdiri 

atas: 

a. surat dinas ekstern ; 

b. surat undangan; 

C. nota dinas; 

d. disposisi; dan 

e . berita faksimile. 

(2) Keten tuan mengenai tata cara penulisan Naskah 

Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum da lam Lampiran yang 

merupakan bagia n tidak terpisahkan dari 

Pera tura n Sekretaris Jenderal ini. 
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Pa ragraf 2 
Surat Dinas Ekstern 

Pa sa l 13 

( 1) Surat dina s eks tern sebagaima n a dima ksud dala m 

Pasal 12 ayat (1) h u ru f a me ru pa ka n Naska h Dina s 

pe la ksanaan tugas pejabat dala m me nyampaika n 

informasi kedinasan berupa pemberita hua n, 

pernyataa n, permintaa n, a tau ha! kedina sa n 

la innya kepada pihak lain di luar lingkungan 

Sekre tariat J endera l OPR RI. 

(2) Sura t dina s ekstern sebagaimana dima ksud pa da 

ayat ( 1) ditandata ngani oleh pejaba t pimpina n 

t inggi dan dibubuhka n Cap Dinas pada s isi kiri 

ta nda tangan . 

Pa ragra f 3 
Sura t Unda ngan 

Pasal 14 

(1) Sura t unda n gan se bagaima na dima ksud da la m 

Pasal 12 aya t (1) huruf b , merupa ka n sura t dinas 

yang m emuat unda n gan ke pad a perseorangan 

da n /atau pejaba t / pega wa i untuk men ghadiri sua tu 

acara kedinasan te rten tu , sepe rti ra pat, u pacara, 

d a n per temua n . 

(2) Sura t u nda ngan sebagaimana dima ks u d pad a ayat 

(1) terdiri a tas: 

a. surat unda ngan inte rn ; da n 

b . su rat unda ngan ek stern . 
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Pa sa l 15 

(1) Surat undangan inte rn sebagaima na dimaksud 

dalam Pa sa l 14 ayat (2) huruf a merupaka n Nas kah 

Dina s intern yang memua t unda ngan ke pa da 

peja bat / pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI untuk menghadiri acara 

kedinasan . 

(2 ) Sura t undanga n inte rn sebagaima na dima ksud 

pada ayat (1) ditandatangani olch peja bat pimpinan 

tinggi da n / a ta u peja bat a dminis tra tor. 

Pa sa l 16 

(1) Sura t unda n gan ekste rn sebagaima n a dima ksud 

dala m Pa sal 14 aya t (2) huruf b merupaka n Na skah 

Dina s yang memua t undangan kepada 

pej a ba t / pegawai yang te rse but pada a la ma t tujuan 

untuk menghadiri sua tu acara kedinasan tertentu 

seperti ra pa t, upacara, da n pertemua n yang 

diselenggaraka n ole h Sekretariat J ende ra l DPR RI . 

(2 ) Surat undangan eks tern sebagaima na dima ksud 

pa da ayat ( 1) ditanda ta ngani oleh pejaba t pimpinan 

t inggi da n dibubuhka n Ca p Dinas pa da sisi kiri 

ta nda ta ngan. 

(3) Bentuk su rat unda nga n eks tern sebagaimana 

dimak sud pada ayat ( 1) da pa t be rupa ka rtu 

unda ngan. 

Paragra f 4 
Nota Dinas 

Pa sa l 17 

( 1) Nota dinas sebagaima na dima ksud da la m Pa sa l 12 

ayat (1) huruf c merupa ka n Naska h Dina s intern 

Iv 
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berisi komunikasi kcdinasan antar pejabat, atasan 

kepa d a bawahan dan / atau bawah a n kepada 

atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan 

tanggung jawabnya. 

(2) Nota din as sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

ditandatangani oleh pejabat p1mpma n tinggi 

dan / a tau pejabat administrator yang berwenang 

se bagai pe laksanaan tugas, fu ngsi, dan tanggung 

jawabnya yan g ditujuka n kepada: 

a. atasan ; 

b. pejaba t yang setingkat; da n / atau 

c . ba waha n. 

Paragraf 5 
Disposisi 

Pasal 18 

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat ( 1) huruf d merupa kan pctunjuk a tau perintah 

secara tertulis d a ri a tasan kepada bawahan 

m e ngen a i t inda k lanjut pcngclolaan surat masuk 

yang ditulis secara jelas dan tida k pa d a naskah asli. 

(2) Disposisi sebagaimana yang dima ksud ayat ( 1) 

m erupakan sarana kendali d a la m pemrosesan 

sura t masuk. 

Paragraf 6 
S e rita Faksimile 

Pasa l 19 

(1) S e rita faksimile sebagaimana dima ksud dala m 

Pasal 12 ayat (1) huruf e mcrupakan berita yan g 

disa mpa ika n ke pa da yang bersa n gkutan m ela lui 

media e lektronik d a la m waktu singkat. 
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(2) Pengisian berita faksimilc scbagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat ditulis dengan tulisan tangan 

atau dike tik; 

(3) Penulisan peng1s1an berita faksimile sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 

kebutuh a n. 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Khusus 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal20 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf c, te rdiri dari: 

a. nota kesepahaman (memorandum of 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

understanding); 

perjanjian; 

berita acara; 

surat kuasa; 

pengumuman; 

suratpengantar; dan 

surat keterangan. 

Paragraf 2 
Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) 

( 1) Nota 

Pasal 21 

kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf a merupakan Naskah Dinas yang 

berisi suatu pernyataan kehendak bersama yang 
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bersifat pokok dan singkat yang disepakati oleh 

para pihak yang belum menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi para pihak. 

(2) Nota kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dapat ditindaklanjuti d ngan perJanJ1an.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan

Format nota kesepahaman (Memorandum of

Understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), diatur dalam Pera tu ran Sekretaris Jenderal

yang mengatur tentang pembentukan produk

hukum.

Paragraf 3 

Perjanjian 

Pasal 22 

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi

kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat

antar kedua belah pihak atau lebih untuk

melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum

yang telah disepakati.

(2) Ketenluan mengenai tata cara pembentukan dan

Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur dalam Peraturan Sekretaris

Jenderal yang mengatur tentang pembentukan

produk hukum.
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Paragraf 4 
S erita Acara 

Pasal 23 

(1) S eri ta acara sebagai ma na d ima ksud dalam Pa sal 

20 huruf c merupaka n Naskah Dinas yang ber isi 

ura ian ten tan g p roses pela ksana an s uatu kegiatan 

yang h a rus dita ndatan gani ole h pa ra piha k serta 

dapat d ilen gkapi ta nda ta n gan pa ra saksi da n / a tau 

la mpiran. 

(2) Peja bat yang be rwena ng menandatangani berita 

acara sebagairna na dima ks ud pada ayat ( 1) ada la h 

peja bat yang m ela ksana ka n kegia ta n scsua i de ngan 

tu gas dan fu n gsinya. 

Pa ragraf 5 
Sura t Kuasa 

Pasal 24 

(1) Surat kuasa se bagaima na dimaksud da la m Pasa l 

20 huruf d m erupaka n Naska h Dinas yang berisi 

pemberian wewenang ole h pemberi kuasa ke pa da 

bada n hukum / kelom pok o ra ng/ perseorangan a tau 

p ihak la in sebagai penerima kuasa un tuk 

mela kuka n su atu tinda ka n ter tentu da la m ra ngka 

kedinasan. 

(2 ) Su rat kuasa yang dibuat a ta s na ma Sekretariat 

J endera l DPR RI ha nya dapat dita nda ta n gani oleh 

Sekretaris Jendera l atau pe la ksana tugasnya 

dala m ha! Sekre ta r is J enderal berha la n gan teta p. 
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Paragraf 6 
Pengumuman 

Pasal 25 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 

20 h uruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberita hua n tentang suatu hal yang ditujukan 

kepada semua pejabat / pegawai/ pe rseorangan/ 

lembaga ba ik di dalam maupun di lua r Sekretariat 

J endera l D PR RI. 

(2) Pejabat yang berwenang menanda tangani 

pengumuma n sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 

a dalah Sekretaris Jendera l, pejabat pimpina n tinggi 

m adya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

diberi kewenangan sesu a i dengan tugas, fungsi, 

wewenang, da n tanggung jawabnya. 

(3) Ketentuan mengena i tata cara penulisan 

pengumuman sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 

te rcantum dala m Lampiran I yang m erupakan 

bagian tidak terpisahka n dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Paragraf 7 
Surat Pengantar 

Pasal 26 

(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf f merupa kan Naskah Dinas yan g 

d igunakan untuk menga nta r /menyampa ikan 

naska h da n /atau ba ra ng. 

(2) Pejaba t yang berwenang menanda tanga ni surat 

penga ntar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ada la h Sekretaris J ende ral , pejabat p1mpman 

fv 
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tinggi, atau pejabat administrator yang diberi 

kewena ngan sesua1 dengan tugas, fungsi, 

wewena ng, dan tanggung jawabnya. 

(3) Ketentuan m engena i tata cara pe nulisa n surat 

pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

tercantum dalam Lampiran I yan g merupakan 

bagian tidak terpisahkan da ri Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Paragraf 8 
Surat Keteranga n 

Pasal 27 

( 1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud da lam 

Pasal 20 huruf g merupa kan Naskah Dinas yang 

berisi informasi mengena i hal, pcristiwa, a tau 

tentang seseorang untuk kcpentinga n kedinasan . 

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

penga ntar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

adala h Sekretaris J e nderal, pejabat p1mpman 

tinggi, atau peja bat administrator yang diberi 

kewenangan sesuai d engan tugas, fungs i, 

wewenang, dan tanggung ja wabnya. 

(3 ) Ketentuan m engenai tata cara pe nulisan surat 

ketera ngan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 

tercantum dala m La mpiran I yang mcrupa kan 

bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Iv 
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Bagia n Ke lima 
La pora n 

Pasal 28 

(1) Lapora n sebagaima n a dimaksud da lam Pasal 4 ayat 

( 1) huruf d merupa kan Na ska h Dinas yang mem uat 

pemberitahuan ten ta ng pelaksanaan s u a tu 

kegiatan / kejadia n . 

(2 ) Pejabat yang be rwena ng m e na ndatangani la pora n 

sebagaima na d ima ksud pada ayat { 1) adala h 

pejabat yan g d iberikan tugas mela ksana ka n s uatu 

kegiatan . 

(3) Ketentua n mengen a i tata cara penulisan laporan 

se bagaim a na dima ksud pada ayat (1) te rcan tum 

da la m La mpira n I yang m crupakan bagia n tida k 

terp isahka n da ri Peraturan Sekretaris J enderal ini. 

Bagi a n Keen a m 
Telaah S taf 

Pasal 29 

(1) Telaah staf sebagaima na d imaksud d a la m Pasal 4 

ayat ( 1) huruf e meru pa ka n bentu k uraia n yang 

disampa ika n oleh pejabat atau staf yan g memuat 

a na lis is s ingka t dan jelas mengen a i s u a tu 

persoala n dengan mem berika n j a la n 

kelua r / pemecah a n yang disaranka n. 

(2 ) Pejabat yang berwena ng me na nda ta ngani telaah 

sta f sebagaimana dima ksud pa da ayat ( 1) a da la h 

pejabat yang menyu sun telaah. 

(3) Ketentua n me ngena i ta ta cara penu lisan te laah s taf 

sebagaima na dimaksud pad a ayat ( 1) te rcan tum 
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da lam Lampira n I ya ng mcru pa ka n bagian tidak 

terpisa hka n dari Pe ratura n Sekreta ris J enderal ini. 

Bagian Ketujuh 
Na ska h Dinas Lainnya 

Pasa l30 

(1) Naska h Dinas lainnya sebagaimana dima ksud 

dalam Pa sal 4 ayat (1) huruf f merupakan 

pernyataa n tertulis da ri pejaba t yang berwenang 

yan g diberikan kepad a seseorang ata u lembaga 

ka rena keikutse rtaannya/ perannya da la m suatu 

kegia ta n da n diguna ka n sebagai a lat bukti yang 

sah. 

(2) Naska h Dinas la innya sebagaimana dima ksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a . se rtifika t; 

b . surat ta nda ta mat pendidika n da n la tihan ; dan 

c . piagam pe ngh a rgaan . 

(3) Sertifikat sebagaima na dima ksud pa da ayat (2) 

huru f a m erupa ka n Naska h Dinas sebagai ta nda 

a ta u sura t ketcranga n / pc rnyataa n te rtu lis a ta u 

terceta k da ri ora ng yang berwe na ng yang da pa t 

diguna kan sebagai bukti kepemilika n a tau suatu 

keja dia n. 

(4) Jenis sertifikat di lingkungan Sekretaria t Jende ral 

DPR RI se bagaimana dimaksud pada ayat (3) anta ra 

lain: 

a. sertifikat a kreditasi; 

b . sertifika l se rlifikasi sumber daya m a nus ia; da n 

c . se rtifika t kegiata n Pendidikan da n pela tiha n. 

(5 ) Su rat ta nda tamat pcnd idika n da n latiha n 

sebagaimana dima ks ud pa da ayat (2) huruf b 
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me rupa kan suatu bukti yang sah bahwa seseoran g 

te lah selesai atau lulus mengikuti suatu pendidikan 

da n pe latiha n yang d ikeluarkan oleh Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan. 

(6) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c merupakan surat atau tulisan resmi 

yang ditandatangani oleh Sekrctaris Jcnderal dan 

berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan 

sesuatu hal yang bersifat penghormatan. 

(7) Pejabat yang berwena ng m enandata ngani Naskah 

Dinas lainnya sebagaimana dima ksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b ada la h pejabat yang 

m enyelen ggarakan kegiata n sesuai dengan tugas 

da n fungsinya. 

(8) Ketentuan mengena1 Naskah Dinas lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te rca ntum 

da lam Lampiran I yang merupa kan bagian tidak 

terpisahka n dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini . 

BAB JV 
PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bagia n Kesatu 
Umum 

Pasal 31 

Setiap Naskah Dinas harus memuat informa si yang 

ringkas dan jela s sesu a i den gan maksud dan tujuan 

dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara 

sistematis. 

Pasal32 

(1) Da lam pembuatan Naskah Dinas perlu 

memperhatikan ketentua n berikut: 
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a. media/ sarana Naskah Dinas; 

b. penomoran halaman; 

c. batas ruang tepi; 

d. lampiran; 

e. penomoran; 

f. Cap Dinas dan Logo Sekretariat Jenderal DPR 

RI; 

g. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat; 

dan 

h . asli, tembusan, salinan, dan petikan. 

(2) Ketentuan mengenai pembuatan Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sckretaris Jenderal ini . 

Pasal33 

(1) Syarat pembuatan Naskah Dinas meliputi: 

a. ketelitian; 

b. kejelasan; 

c. singkat dan padat; dan 

d . pem bakuan. 

(2) Ketelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a h arus memperhatikan aspek kecermatan 

yang dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, 

struktur, kaidah bahasa, dan pencrapan kaidah 

ejaan di dalam pengetikan untuk 

pimpinan dalam mengurangi 

pengambilan keputusan / kebijakan. 

membantu 

kesalahan 

(3) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b mencakup kejelasan aspek fisik dan materi. 

(4) Singkat dan padat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan dengan penuangan 

gagasan ke dalam Naskah Dinas secara 
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logis , dan meyakinkan de ngan m emperhatika n 

struktur ka lima t yang lengka p da n efektif sehingga 

memudahkan pemahaman penalaran bagi 

penerima Naskah Dinas 

(5) Pemba kua n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d h arus mengikuti aturan baku yang berlaku 

sesuai dengan tujuan pembuatan , khus usnya 

Format da n penggunaan bah asa agar memudahka n 

dan memperla ncar pema haman isi Naskah Dinas. 

Bagian Ked ua 
Media/ Sa ra na Naskah Dinas 

Pasal 34 

(1) Media/sarana Naskah Dinas sebagaima na 

dima ksud da la m Pasa l 32 ayat (1) huruf a, 

merupaka n alat untuk me reka m info rmasi yang 

dikomunikasika n da la m bentuk m edia 

konvensiona l/ kertas. 

(2) Jenis kertas yang diguna kan sebagai med ia/sara na 

Naskah Dinas sebagaim ana d ima ksud pada ayat (1) 

berupa kertas surat dan amplop dinas. 

(3) Amplop dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan sarana kelengkapan penyampa1an 

s urat, te ru tama untuk surat keluar Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

(4) Ketentuan mengenai spesifikasi dan tata cara 

penggunaan jenis kertas sebagaimana dimaks ud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampira n II yang 

merupakan bagian t idak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jendera l ini . 
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Bagian Ketiga 
Penomoran Halaman 

Pasa135 

(1) Penomoran halaman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) huruf b, bertujuan agar setiap 

halaman dalam Naskah Dinas tersusun secara urut 

dan memberikan kemudaha n pencarian ketcntuan 

pada Naskah Dinas. 

(2) Ketentuan mengenai penulisan penomoran 

halaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Bagian Keempat 
Batas Ruang Tepi 

Pasal36 

(1) Batas ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) huruf c, dila kukan untuk 

keserasian, kerapian, dan estetika dalam 

penyusunan Naskah Dinas. 

(2) Pengaturan batas ruang tepi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), bertujuan agar tidak 

seluruh permukaan kertas digunakan secara 

penuh. 

(3) Batas ruang tepi terdiri dari: 

a. ruang tepi atas; 

b. ruang tepi bawah; 

c. ruang tepi kiri; dan 

d. ruang tepi kanan. 
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(4) Ketentuan mengenai batas ruang tepi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris ,Jenderal ini. 

Bagian Kelima 
Lampiran 

Pasal 37 

( 1) Naskah Dinas dapat memiliki beberapa lampiran. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penulisan lampiran 

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal ini. 

Bagian Keenam 
Penomora n 

Pasal38 

( 1) Penomoran pada Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, h a rus 

dapat memberikan kemudahan peny1mpanan, 

pengamanan, temu balik, dan penilaian. 

(2) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1) memperhatikan Klasifikasi Arsip. 

(3) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris 

Jenderal. 

(4) Ketentuan mengenai penomora n Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini . 
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Pasal 39 

Penomoran Naskah Dinas scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38, dilakukan oleh : 

a. unit kerja yang membida ngi dokumcntasi dan 

informasi hukum untuk: 

1. Naskah Dinas arahan sebagaima na dimaksud 

da la m Pasal 6, Pa sa l 7 ayat (2) huruf a dan huruf 

c, Pasal 8, dan Pasa l 10; dan/atau 

2. Naska h Dinas khusus scbagaima na dima ksud 

da la m Pasal 21 dan Pasal 22; 

b. unit ke rja yang membidangi manajemen sumbe r 

daya ma nusia non pegawai negeri s ipil untuk 

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf b; 

c. unit kerja yang m embidangi organisasi dan tata 

la ksa na untuk Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l); dan 

d . unit kerja pencipta Arsip untuk Naskah Dina s 

la innya. 

Bagian Ketujuh 
Cap Dinas da n Logo Sckretariat Jenderal DPR RI 

Pasal 40 

(1) Cap Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 

huruf f, merupaka n tulisan da n / a tau logo instansi. 

(2) Ca p Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan 

untuk pe ngesahan Naskah Dinas Sekretariat 

Jenderal DPR RI yang dibubuhkan pada ruang 

tanda tangan. 



~ 

-29-

(3) Cap Dinas Sekreta riat ,Jcnderal DPR RI 

sebagaima na dima ksud pa da ayat { 1) ha nya 

diberika n oleh unit kerja yang m embida n gi 

persuratan . 

(4) Naska h Dinas yan g bers ifat inte rna l dan hanya 

berla ku di lingkungan Sekretaria t J enderal DPR RI 

tidak diberi Ca p Dinas . 

(5) Contoh Cap Dinas Sekretariat J endera l DPR RI 

sebagaima na dima ksud pada aya t (2), tercantum 

da la m La mpiran II yang tida k te rpisahkan da ri 

Peraturan Sekreta ris J e nde ral ini . 

(6) Pe nggunaan Cap Dinas Sckrc ta r iat J c nderal DPR 

RI sebagaima na dima ksud pad a ayat (5) d itetapka n 

den gan Keputu sa n Sekreta ris J endera l. 

Pasal 4 1 

( 1) Logo Sekreta riat Jendera l DPR RI sebagaima na 

dima ksud da lam Pa sa l 32 ayat ( 1) huruf f, 

me rupaka n iden titas beru pa s imbol atau huruf 

yang diguna ka n sebagai identitas agar publik leb ih 

muda h mengenalnya. 

(2) Pen ggunaan Logo Sekretaria t J ende ra l DPR RI 

sebagaimana dima ksud pad a ayat { 1) pada Naska h 

Dinas d igu na kan pada kop s u rat ha rus 

memperha tika n ketentua n teknis m engena i ta ta 

cara penulisan Naska h Dina s . 

(3) Contoh Logo Sekretariat ,Jenderal DPR RI 

sebagaima na d im a ksud pada ayat (1) , tercan tum 

dala m La mpiran II yang tida k te rpisahka n d a ri 

Peratura n Sekreta ris Jenderal ini. 

(4) Pe nggunaan Logo Sekretaria t J enderal DPR RI 

sebagaima na dima ksud pada ayat (3) di tetapka n 

de ngan Keputusan Sekreta ris J cnderal. 
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Bagia n Kede la pan 
Perubaha n, Pencabuta n , Pemba ta la n , dan Ra la t 

Pasal42 

( 1) Pe rubaha n sebagaimana dima ksud da lam Pasa l 32 

ayat (1) huruf g, merupa kan peruba han terhadap 

bagian tertentu dari Naska h Oinas yang te lah 

diteta pka n a tau dita nda ta nga ni oleh peja bat yang 

bervvena ng. 

(2) Perubaha n sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 

dila kuka n dengan pembua tan Naskah Dinas baru 

yan g sama jenisnya scrta dita ndatangani oleh 

pej a bat yang m engeluarkan Naskah Dinas atau 

oleh pejabat yang setingkat lebih tinggi 

Pasal 43 

( 1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dala m Pasa l 

32 ayat (1) huruf g, merupaka n kegiatan mencabut 

Naskah Dinas yang tidak lagi sesua i dengan 

ketentua n yang lebih tinggi atau bertentangan 

dengan Naskah Oinas yang ba ru ditetapka n . 

(2) Pencabutan sebagaimana dima ksud pada ayat ( 1) 

dinyatakan melalui s u atu pcrnyataan pe ncabuta n 

dalam Naskah Dinas baru. 

Pa sa l 44 

(1) Pemba talan sebagaimana dima ksud da la m Pasal 

32 ayat ( 1) huruf g, merupa ka n pernyataan bahwa 

seluruh m ateri Naskah Oinas tidak diberlakukan 

lagi. 
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(2) Pem batala n sebagaima na di ma ks u d pada ayat ( 1) 

dinyata kan mela lu i suatu pe rnyataan pemba ta la n 

da la m Naska h Dina s yang baru. 

Pasal 45 

(1) Rala t sebagaima na dima ks ud da la m Pasal 32 ayat 

(1) huruf g, me ru pa ka n kegia tan perba ika n 

Naska h Dina s yang tela h d ita nda ta ngan i, ka rena 

terjadi kesala ha n pengetika n atau kesa la ha n 

cetak pa da Naska h Dinas aslinya. 

(2 ) Ra lat sebaga im a na dima ks ud pada ayat ( 1) 

dila kukan dengan membual Na ska h Oinas yang 

ba ru denga n menunjuk kesala ha n penge tika n 

atau kesala han ceta k pada Naska h Dinas a slinya. 

(3) Naska h Dinas yang ba ru sebagaima na d ima ksud 

pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang 

m ena nda ta ngani Naskah Dinas. 

Bagia n Kcsem bila n 
As li , Tembusan , Salina n , dan Pe tika n 

Pasal46 

Menurut tingka t keasliannya, Naska h Dina s terdir i 

da ri : 

a. a sli yaitu lemba ra n yang ditujuka n kepa da 

instan s i/ perorangan sebagaima n a te rcantum pa da 

a la mat yang di tuju da n / atau lembaran yang 

dinyata ka n asli; 

b . tembusan yaitu lemba ra n penyampa ia n informasi 

kepa da instansi/ perorangan yang m empunyai 

ke te rka itan la ngsung a ta u tida k la n gsu ng dengan 

substa n s i Naska h Dinas sebagaima na 

dikomu nika sika n o leh pem bu at Naska h Dina s ; 

- - - - - - - - - - - - - - ----- - --- - - - --- ----
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c. salinan yaitu lembaran / berkas hasil penggandaan 

yang dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; dan 

d. petikan yaitu lembaran yang berisi beberapa 

bagian/ kalimat/ hal yang dikutip dari Naskah 

Dinas asli dan dilegalisasi / disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

Pasal 47 

( 1) Naskah Dinas yang naskah aslinya disimpan 

sebagai pertinggal di unit ke rja yang membidangi 

dokumentasi dan inforrnasi hukum, yaitu: 

a. Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf 

c, Pasal 8, dan Pasal 1 O; dan 

b. Naska h Dinas khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 1 dan Pasal 22. 

(2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf b, naskah aslinya disirnpan sebagai 

pertingga l di unit kerja yang rnembidangi 

manajemen surnber daya manusia non pegawa1 

negeri sipil. 

(3) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat ( 1), naskah aslinya disimpan sebagai 

pertinggal di unit kerja yang rnembidangi 

ketatalaksanaan. 

(4) Naskah Dinas selain dimaksud pada ayat ( 1), ayat 

(2), dan ayat (3), naskah aslinya disimpan sebagai 

pertinggal o leh uni t pencipta Arsip. 
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Pasal48 

( 1) Oalam hal diperlukan, Naskah Dinas dapat 

ditambahkan tembusan kepada pejabat terkait. 

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan di sebelah kiri bawah dengan 

mencantumkan nama jabatan atau pejabat yang 

dituju. 

Pasal49 

(1) Salinan Naskah Dinas disampaikan kepada pejabat 

yang berhak menerima salinan. 

(2) Salinan Naskah Dinas arahan yang naskah aslinya 

disimpan di unit kerja yang membidangi hukum 

disahkan oleh pimpinan t inggi pratama yang 

membidangi hukum. 

Pasal 50 

(1) Petikan disampaikan kepada yang berkepcntingan 

untuk diketahui dan diperhatikan . 

(2) Petikan keputusan yang terkait dengan 

ke pegawaian harus disahkan oleh pejabat yang 

berwenang di bidang kepegawaian , ditandatangani 

langsung, dan tidak boleh dengan tanda tangan 

Cap Dinas. 

(3) Pada ruang tanda tangan pejabat yang 

mengesahkan keputusan, diketik ttd. (singkatan 

dari tertanda) sebagai pengganti tanda tangan dan 

dibubuhkan Cap Dinas asli. 
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BAB V 
KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 1 

( 1) Kewenangan penandatanganan, meliputi kegiatan: 

a. penggunaan garis kewenangan ; 

b. penandatanganan; 

c. pengaturan pa ra f pada Naskah Dinas; dan 

d. pengabsa han. 

(2) Ketentuan mengenai kewenangan 

pena ndatangana n Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) te rcantum da la m Lampiran 

III yang merupakan bagia n tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Bagian Kcdua 
Penggunaan Ga ris Kewcna n gan 

Pasa l 52 

Pe nggunaan gan s kewenangan pena ndatanga na n 

Naskah Dinas merupa kan kewena ngan yang melekat 

pada pejabat untuk menandatanga ni Naskah Dinas 

sesuai dengan tugas dan ta nggung jawab kedinasan 

pada jabatannya. 

Pasa l 53 

( 1) Sekretaris Jende ral be rtanggung jawab atas segala 

kegiatan yang dilaku kan di Sckretariat J endera l 

DPR RI. 



-35-

(2) Tanggung jawab Sekretaris Jenderal sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dapat 

dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang 

yang bukan pejabat berwenang. 

(3) Ga ris kewenangan digunakan jika Naskah Dinas 

ditandatangani oleh pejabat yang mendapat 

pelimpahan kewenangan dari pejabat yang 

berwenang. 

Pasal 54 

(1) Penandatanganan Naskah Dinas menggunakan 

garis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (3) dapat dila ksanakan dengan 

menggunakan 4 (empat) cara yaitu: 

a. atas nama (a.n.); 

b. untuk beliau (u. b.); 

c. pelaksana ha rian (plh.); d a n 

d. pelaksana tugas (pi t .). 

(2) Ketentuan mengenai contoh Format dan cara 

penandatanganan Naskah Dinas menggunakan 

gan s kewenangan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) te rcantum dalam Lampiran III yan g 

merupakan bagian tidak terpisahka n dari 

Peraturan Sekretaris J enderal ini. 

Bagian Ke tiga 
Penanda tangana n 

Pasal55 

(1) Penandatangan Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 51 ayal ( 1) huruf b, terd iri 

dari: 

a . tanda tangan biasa; dan/ a tau 
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b. tanda tangan elektronik. 

(2) Ketentuan mengena1 tanda tangan elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 

diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. 

Bagian Keempat 
Pengaturan Paraf 

Pasal 56 

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 1 ayat 

(1) huruf c merupakan bcntuk kcterkaitan, 

memberikan koreksi/usulan, persetujuan terhadap 

konsep Naskah Dinas serta ikut bertanggungjawab 

atas muatan m ateri, substansi, redaksi, dan 

pengetikan. 

(2) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang menandatangani terlebih dahulu 

dilakukan pembubuhan paraf. 

(3) Paraf sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh pejabat terka it secara horizontal 

dan vertikal. 

Pasal 57 

(1) Konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih 

dahulu minimal oleh 1 (satu) pejabat pada jenjang 

jabatan di bawahnya sebelum di tandatangani oleh 

pejabat yan g berwenang. 

(2) Konsep Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat 

yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut 

tidak memerlukan paraf. 

(3) Dalam ha ! Naskah Dina s diparaf lebih dari 1 (satu) 

orang pejabat di bawah pejabat penandatangan, 

letak pembubuhan paraf pada konsep Naskah 
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Oinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara 

hierarkis dia tur sebagai berikut: 

a. untuk paraf pejabat yang berada satu t ingkat di 

bawah pejabat penandatangan Naskah Oinas 

berada di sebelah kanan / setelah nama pejabat 

penandatangan; 

b. untuk paraf pejabat yang berada dua tingka t di 

bawah pejabat penandatangan Naskah Oinas 

berada di sebelah kiri / sebelum nama pejabat 

penandatangan; da n 

c. u n tuk pa raf pejabat yang berada tiga tingkat di 

bawah pejabat penandatangan Naskah Oinas 

berada disebelah paraf pejabat yang di atasnya. 

Pasal58 

Naskah Dinas yang materinya saling be rkaita n dan 

memerlukan koordinasi antar unit kerja maka pejabat 

yang berwenang dari unit terkait ikut serta 

m embubuhkan paraf pada kolom paraf koo rdinasi. 

Pasal59 

Ketentuan mengena1 tata cara penulisan dan Format 

paraf pada Naskah Dinas sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 58 te rcantum d a lam Lampiran III yang 

m erupakan bagian tidak terpisahka n dari Peraturan 

Sekretaris Jenderal ini. 
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Bagian Kclima 
Pengabsahan 

Pasal60 

( 1) Pengabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (1) huruf d merupakan suatu pernyataan 

bahwa hasil penggandaan Naskah Dinas, sebelum 

didistribusikan telah dicatat dan diteliti sehingga 

dapat diumumkan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Pengabsahan Naskah Dinas sebagaimana 

dima ksud dalam Pasa l 4 7 ayat ( 1) ditandatangani 

oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi hukum atau pejabat diatasnya. 

(3) Pengabsahan Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

ditandatangani oleh peja bat pimpinan tinggi 

prata ma yang membawahi unit pencipta Arsip. 

(4) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dicantumkan di bawah rua ng tanda tangan 

sebelah kiri bawah, yang te rdiri atas kata "Salinan 

Sesua i dengan Aslinya" serla dibubuhi tanda 

tangan pejabat yang berwenang dan Cap Dinas. 

BAB VI 
PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 61 

Menurut derajat penyampa1annya, Naskah Dinas 

terdiri dari: 

a . segera yaitu Naskah Dinas yang harus diselesaikan 

dan dikirimkan seketika setelah dita ndatangani 

atau dikeluarkan secara resmi ; dan 
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b. biasa yaitu Naskah Dinas yang tidak mcmerlukan 

penyelesa ia n dan pengiriman pada kesempa tan 

perta ma, tetapi te tap dikerja kan sesuai dengan 

jadwal. 

Pasal 62 

Klasifikasi Keamanan Arsip terdiri dari: 

a. biasa, yaitu Naskah Dinas yang apabila fisik dan 

informasinya dibuka untuk umum tidak membawa 

dampa k a pa pun terhadap keamanan negara dan 

tida k merugika n sia pa pun . 

b. terba tas, yaitu Naskah Dinas yang memiliki 

informasi a pabila diketahui oleh pihak yang tidak 

berha k dapat mengakibatkan terga nggunya 

pela ksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia da n Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

c. rahasia, yang memiliki kriteria: 

1. Naskah Dinas yang jika fi s ik dan informasinya 

dike ta hui oleh pihak yang t ida k berhak d apat 

mengakibatkan terganggunya fungsi 

penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, 

ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi 

makro; dan /atau 

2. Naskah Dinas yang informasinya bersifat sensitif 

bagi lembaga da n perorangan serta dapat 

m enimbulkan ke rugia n yang serius terhadap 

kera hasiaan lembaga dan priba di, keuntungan 

kompetitif, hila ngnya kepercayaan , merusak 

kemitraa n , da n reputasi. 
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Pasal63 

Ha k akses Naskah Dinas mcliputi : 

a. Naskah Dinas yang be rklasifikasi Lerbatas dan 

rahasia, hak a kses diberika n kepada: 

1. Sekretaris Jendera l; 

2. pejabat yang berwena ng be rdasarkan tugas dan 

fungsinya; dan / a tau 

3. pejabat la in yang menja lankan tugas 

pengawasan dan / a tau penegak hukum. 

b. Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa, hak akses 

diberika n kepada semua tingkat pej a bat. 

Pasa\64 

( 1) Security printing m erupaka n ceta ka n yang 

berhubungan dengan pen gaman pada Naskah 

Dinas yang mempunyai nilai hukum dan /ata u nilai 

sejarah serta dita ndatangani oleh Sekretaris 

Jenderal a tau pejabat yang mendapat 

pendelegasian 

Jenderal. 

kewen a ngan oleh Sekre taris 

(2 ) Security printing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), bertujuan untuk mcncegah pemalsuan dan 

pe rusakan serta j aminan terhadap keautentikan 

Naskah Dinas. 

(3) Security printing sebagaimana dima ksud pada ayat 

(2), dila kukan dengan menggunakan Kertas 

Berpe ngaman yang dilengkapi de ngan fitur yang 

ditetapka n dengan Keputusa n Sekretaris J endera l. 

(4) Ketentua n me ngenai Format d a n tata cara 

penggunaan Kertas Berpengaman tercantum da lam 

La mpira n IV yang merupakan bagia n tidak 

terpisahkan dari Peratura n Sekretaris J ende ra l ini. 

Iv 
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BAB VII 
PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN NASKAH 

DINAS 

Bagian Kesatu 
Pcngenda lia n Naskah Dinas 

Pasal 65 

Pengenda lian Naskah Dinas dilaksana kan melalui 

tah a pan : 

a . penerimaan 

b. pencatatan; 

c. pengara han; dan 

d. penyampa ia n. 

Pasal 66 

Taha pa n Pengendalian Naskah Dinas sebagaima na 

dimaksud dalam Pasal 65 dilakuka n terhadap: 

a . Naska h Dinas masuk yaitu semua Naskah Dinas 

yang diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dari 

perseorangan, instansi swasta, dan/ a tau 

pemerintah / lembaga lain; dan 

b. Naskah Dinas keluar yaitu semua Naskah Dinas 

yang dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR RI ba ik 

kepada perseorangan , insta n si swasta, dan /atau 

pemerintah / lembaga lain. 

Pasal 67 

(1) Naskah Dinas yang masuk sebagaim a na dimaksud 

dalam Pasa l 66 huruf a ke lingkungan Sekretariat 

J enderal DPR RI diterima dan diregistrasi oleh unit 

yang membidangi persurata n . 
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(2) Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagaima na 

dimaksud dalam Pasa l 66 huruf b dipusatkan dan 

diregistrasi d i unit yang membidangi pe rsura tan 

termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan la ngsung 

oleh unit pencipta Ars ip. 

Pasal 68 

Keten tu a n mengenai Pengenda lia n Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan 

Pasa l 67 tercantum dalam La mpira n V yang 

merupakan bagian tidak terpisah ka n dari Peraturan 

Sekretaris Jendera l ini. 

Bagia n Kedua 
Pendistribusia n Naskah Dinas 

( 1) Pendistribusian 

Pasa168 

meru pakan proses cara 

penyaluran Naska h Dinas ke beberapa orang atau 

bebera pa tempat sesuai dengan tujuan Naskah 

Dinas. 

(2) Pendistribusian Naskah Dinas sebagaima na 

dimaksud pad a ayat ( 1) dipusatka n dan diregistrasi 

di uni t yang membida ngi pe rsuratan . 

Pasal 69 

( 1) Pendistribusian Naskah Din as sebagaima na 

dimaksud da la m Pasal 68 di lengkapi denga n daftar 

distribusi yang beris i susunan nama jabatan yang 

menerima Na skah Dinas dan diguna kan sebagai 

pedoman pendistribusian Naskah Dinas. 
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(2) Oaftar distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dibuat oleh pejabat tata usaha di unit pencipta 

Arsip. 

Pasal 70 

( 1) Distribusi salinan Naskah Dinas sebagaimana 

dima ksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan 

penggandaan Naskah Dinas asli. 

(2) Naskah Dinas yang did istribusikan merupakan 

salinan Naskah Dinas yang telah diberi 

pengabsahan/legalisasi. 

(3) Penggandaan Naskah Dinas asli dan distribusi 

salinart Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dila kuka n oleh unit yan g membida ngi 

persuratan. 

BAB VIII 
NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

Pasal 7 1 

(1) Naskah Dinas Elektronik merupa ka n informa si 

yang terekam da lam media e lek tronik sebagai a lat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau 

diterima Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka 

penyelenggaraan tugas da n fun gsi . 

(2 ) Naska h Oinas Elektronik sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) mencakup surat menyurat elektronik, 

Arsip dan dokumentasi e lek tronik, serta Naska h 

Dinas elektroni k lainnya. 
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Pasal 72 

Ketentuan mengenai Naskah Dinas Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, diatur dalam 

Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang 

tata naskah dinas elektronik. 

BAB IX 
PENUTUP 

Pasal 73 

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai 

berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat 

Jenderal DPR RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 74 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada 

tanggal 1 Juli 202 1 agar dapat dipatuhi dan digunakan 

di lingkungan unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal 1 April 2021 

SEKRETARIS JENDERAL, 

'~/ 
4}4. INDRA ISKANDAR )y 

- NIP.19661114 199703 1 001 

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.



LAMPIRAN I 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH 
DINAS SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi

pemerintah yang berupa produk hukum dan bersifat pengaturan,

penetapan, dan penugasan.

1. Naskah Peraturan

Naskah Peraturan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Susunan

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan

Peraturan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia yang mengatur ten tang

pembentukan produk hukum.

b. Penomoran

Penomoran untuk Peraturan secara berurutan adalah:

Nomor ..... Tahun ..... 

Nomor 

Tahun 

: Urutan nomor naskah Peraturan satu tahun takwim 

: Tahun dikeluarkannya Peraturan dengan ditulis kata 

"Tahun" 

c. Ketentuan Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf

1) Naskah dinas Peraturan menggunakan kop berlogo Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa

alamat yang diletakkan secara simetris di tengah margin;

2) Bagian kepala Peraturan ditulis di bagian bawah kop yang

berlogo Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;
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3) Spasi antara kop dengan kepala Peraturan yaitu 2 {dua) spasi;

4) Spasi antara frasa "PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" dengan

judul Peraturan yaitu 1,5 (satu korna lirna) spasi;

5) Spasi antara frasa judul Peraturan dengan irah-irah "DEN GAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" yaitu 1,5 (satu korna lirna)

spas1;

6) Spasi antara irah-irah dengan nama pejabat yang menetapkan

Peraturan "SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" yaitu 1,5 (satu korna lirna)

spasi;

7) Spasi rnasing-masing baris disesuaikan dengan keperluan;

8) Bagian kepala Peraturan menggunakan huruf te bal;

9) Jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan

ukuran 12 (dua belas); dan

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembentukan, tek.nik

penyusunan, dan format penulisan Peraturan diatur lebih

lanjut dalarn Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia yang rnengatur tentang

pernbentukan produk hukurn.
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d. Contoh Format Peraturan 

Menimbang 

Menglngat 

Menetapkan 

SEKRETARJ JENDERAL 
DEWA Pf.RWAKILAN RAKYAT 

RF:PUBI.IK INDONF:SIA 

PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAl 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ..... TAfiUN .... 

TENTANG 

(JUDUL PERATURAHI 

DENGAH RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

a. bahwa ...................... ....................................... .... .......... . 
b. bahwa ........................................................................... . 
1. . ..... .. .......... ... ........... .. ............................. ............. .. . . 
2 . .. ... ..... ... .. .... ...... .......................................... ......... .. ... . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 
PERWAKlLAN 

SEKRETARIS JENDERAl 
RAKYAT REPUBLIK 

DEWAN 
INDONESIA 

TENTANG ... ................................................................ .. ..... . 

Pasal 1 

Pasal 2 

Oitetapkan di Jakarta, 
pada tanggal ........... .. 
SEKRETARIS JENOERAL. 

(Tanda Tangan) 

NAMA LENGKAP 

Logo Setjen DPR RI 
dan nama jabatan 

~ yang berwarna dan 

I 
diletakkan di tengah 
secara s1metris , 

.} jNama p1mpinan J 
lembag_a _ 

,-----Nomor urut danll 

Judul I 
} 

tahun takwim 

' 

} 
Pe1abat yang J 
Menetapkan 

} 
Alasan pertu 
d1tetapkan peraturar 

} Dasar hukum 

~. -

' 

: 

} 
ILokasi dan tangg-;
lditetapkan 

} Jabatan 
: 

penandatangan 

} [N;ma lengkap da~ 
[NIP penandatanganj 
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2. Keputusan 

a. Susunan 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan 

Keputusan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang 

pembentukan produk hukum. 

b. Penomoran 

Penomoran untuk Keputusan secara berurutan adalah: 

Nomor ... / (Kode Keputusan) / (Tahun) 

Nomor : Urutan nomor naskah Keputusan satu tahun takwim 

Kode Keputusan: 

PajabatPenandatanganan Contoh Penomoran 
Sekretaris Jenderal .... . / SEKJEN/ 2021 
Sekretaris Jenderal untuk 

.. .. /SEKJEN/(SM-TM-pengangkatan/ pemberhentian tenaga 
TA Fraksi) / 2021 ahli dan staf administrasi anggota 

Kuasa Pengguna Anggaran Satker 
..... / KPA-SETJEN/ 2021 Setjen 

Kuasa Pengguna Anggaran Satker 
... / KPA-DEWAN/ 2021 Dewan 

Tahun : Tahun dikeluarkannya naskah Keputusan tanpa ditulis 

kata "Tahun" 

Untuk penomoran Keputusan yang lain mengikuti format sesuai 

ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

c . Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf 

1) Ketentuan mengenai penggunaan kop pada Keputusan sebagai 

berikut : 

a ) Keputusan Sekretaris Jenderal menggunakan kop dengan 

logo instansi berwarna dan tulisan SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA tanpa 

alamat yang diletakkan secara simetris di tengah margin; 

b) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Keputusan terkait 

informasi publik menggunakan kop dengan logo instansi 

berwarna dan tulisan SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 
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PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA tanpa alamat 

yang diletakkan secara simetris di tengah margin; dan 

c) Keputusan terkait disiplin pegawai dan Keputusan lain yang 

dibuat oleh pejabat berdasarkan kewenangan menggunakan 

kop sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang

undangan. 

2) Bagian kepala ditulis di bagian bawah kop; 

3) Jarak antara kop dengan kepala naskah dinas yaitu 2 (dua) 

spasi; 

4) Jarak antara frasa dengan judul Keputusan yaitu 2 (dua) spasi; 

5) Jarak antara judul Keputusan dengan nama pejabat yang 

menetapkan Keputusan yaitu 2 (dua) spasi; 

6) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan; 

7) Bagian kepala menggunakan huruf tebal; dan 

8) Jenis huruf yang digunakan adalah Arial dengan ukuran 11 

(sebelas). 

d. Penentuan Batas/ Ruang Tepi 

1) Pada ruang tepi atas bagian kop Naskah Dinas menggunakan 2 

(dua) spasi di bawah kop; 

2) Ruang tepi bawah: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat 

sentimeter) dari tepi bawah kertas; 

3) Ruang tepi kiri: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat 

sentimeter) dari tepi kiri kertas; dan 

4) Ruang tepi kanan: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat 

sentimeter) dari tepi kanan kertas. 

Ketentuan mengenai proses pembentukan, teknik penyusunan, dan 

format penulisan Keputusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur tentang pembentukan 

produk hukum dan/ atau sesuai dengan ketentuan Peraturan 

perundang-undangan untuk keputusan yang bersifat khusus. 
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e. Contoh Format Keputusan 

Contoh Format Keputusan Sekretaris Jenderal 

SEKR£TARIS JE,'IIOERA L 
OEWA!I, PERWAKI LA 'II RAKYAT 

REPUBLIK INl)QM '.SIA 

KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONESIA 

NOMOR: ... JSEKJENI .... 

TENTAHG 

(JUDUL KEPUTUSAN) 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Menimbang 

Meng,ngat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

PERTAMA 
KEDUA 
KETIGA 

a. bahwa........ ...................... .... . . ............................ ..... . 
b. bahwa .................. .............. ..... ......... , ......... ............ ......... . 
1 

2 ................... ................ ·····••· .............................. , 
1 ...................... ....... . 

MEMUTUSKAN· 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENOERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ............................ . 

SAUNAN Keputusan mi disampa kan kepada: ,. ···· ····· ·········· ... · .. · ... ................ . 
2 ............................ ........... . 
3 ............................................ . 

Ottetapkan d1 Jakarta. 
pada tanggal. ......... . 
SEKRETARIS JENDERAL, 

(Tanda Tengan) 

NAMA LENGKAP 

Logo Se1Jen DPR RI 
dan nama Jabalan 
yang berwarna dan 
d,letakkan d1 tengah 
secara s1me1ns 

} Namap1mpm~ 
lembaga 

Nomor urut dan 

} 
tahun takwlm 

Judul 

} Pejabal yang 
Menetapkan 

} Alasan pel1u J 
d1tetapkan peratur 

} Dasar hukum 

} Subslans, ~ 

} Daftar salinan 
Keputusan 

} l Lokasi dan tanggal 
ditetapkan 

J- [iJabatan 
penandalangan 

} Nama lengkap dan 
NIP penandatan~ 
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Contoh format Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

~t 1'.Rt.TARIAf Jl:"DLR \ L 
lll \\A', Pl RI\ At.ll~l" IUK\/\1 Ill-PUHi.Ji< l '\00',f\ lA 

} j Nama ,nstan si 

KEPUTUSAN 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT 

PADA SEKRETARIAT JENDERAL } I Pe1abat yang 
Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: ... JKPA-SETJEN/ •.•.. ---------- --+--- Nomor urut dan 
tahun takw1m 

TENTANG } 
Judul 

(JUDUL KEPUTUSAN) 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATIJAN KERJA SEKRETARIAT PADA } :Peiabat yang 
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menetapkan 

Menimbang 

Meng,ngal 

Memperhatikan 

Menelapkan 

PERTAMA 
KEDUA 
KETIGA 

a. bahwa .............. ................................................ ............. . 
b. bahwa ..............•............••..•.......•••.........•. .....•........ ........•.. 

1. . ....... · ··· ··· . .. ......... .... ... · · ········••·· ........ . ......................... .. . 
2 ................ .... .... ..... ......... ...................... , .... .. ....... .......... . 
1 ................................................................................... . 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA 
SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ....... . 

SALINAN Keputusan ,ni dlsampaikan kepada: , . ..................... . 
~ . .................. ... ....... ......... ..... . . 

D~etapkan di Jakarta, 
pada tanggal .......... . 
SEKRETARIS JENDERAL, 

(Tenda Tangan) 

NAMA LENGKAP 

} 
A lasan pertu I 
d itetapkan peraturan 

} [o asar hukum J 

l Substans, 

} ~ ftar salinan 
putusan 

} I Lokasi dan tanggaJ 
, d1tetapkan 

} Jabatan 
penandatangan 

} I Nama lengkap dan 
NIP penandatangan 
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3 . Instruksi 

Instruksi disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Susunan 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan 

instruksi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang 

pembentukan produk hukum. 

b. Penomoran 

Penomoran untuk Instruksi secara berurutan adalah: 

Nomor ... / Tahun 

Nomor: Urutan nomor naskah Instruksi satu tahun takwim 

Tahun : Tahun dikeluarkannya naskah Instruksi tanpa ditulis 

kata "Tahun" 

Contoh: 

INSTRUKSI 

Nomor 123/2021 

123 Urutan nomor naskah Surat Edaran satu tahun takwim 

2021 Tahun 2021 

c . Ketentuan Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf 

1) Instruksi menggunakan kop berlogo instansi berwarna dengan 

tulisan SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA tanpa alamat diletakkan secara simetris 

di tengah margin; 

2) Bagian kepala ditulis di bagian bawah kop; 

3) Spasi antara kop dengan kepala Instruksi yaitu 2 (dua) spasi; 

4) Spasi antara frasa "INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" dengan 

judul Instruksi yaitu 2 (dua) spasi; 

5) Spasi antara judul Instruksi dengan nama pejabat yang 

menetapkan instruksi "SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" yaitu 2 (dua) 

spasi; 
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6) Bagian kepala menggunakan huruf tebal; 

7) J enis huruf yang digunakan adalah Arial dengan ukuran 11 

(sebelas); dan 

8) Spasi masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 

d. Contoh format Instruksi 

SEKRETARJS JEN0ERAL 
DEWAN PERWAKILA RAKYAT 

REPUBLIK I DONESIA 

INSTRUKSI 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .. .. / (Tahun) 

TENTANG 

(JUDUL INSTRUKSI) 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Dalam rangka ........... ......... . ...... dengan ini memberi instruksi; 

Kepada 1. Nama/jabatan pegawai; 

2. Nama/jabatan pegawai; 

Untuk 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

lnstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pad a ta ngga I. ..... .. .... . 

SEKRETARIS JENDERAL, 

(Tanda Tangan) 

NAMA LENGKAP 
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4. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan dan 

format SOP diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pedoman 

penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

(SOP AP). 

5 . Surat Edaran 

Surat Edaran disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Susunan 

Susunan Surat Edaran terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Surat Edaran yang berisi gambar logo, nama instansi, 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, alamat instansi, nomor telepon 

lengkap instansi dan dibawahnya diberi garis tebal horizontal 

dari sisi kiri hingga sisi kanan secara simetris; 

b) Kata "Yth." diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat 

Edaran; 

c) Tulisan "SURAT EDARAN" menggunakan huruf kapital 

dengan dicetak tebal dan digaris bawah secara simetris; 

d) Kata "NOMOR" ditulis di bawah tulisan "SURAT EDARAN" 

dengan huruf kapital secara simetris; 

e) Kata "TENTANG" dicantumkan di bawah nomor ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

D Rumusan judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah kata tentang; dan 

g) Spasi antar baris tulisan Surat Edaran hingga rumusanjudul 

surat yaitu 1 (satu) spasi. 



-11-

2) Bagian Ba tang Tu buh 

a) Latar belakang, maksud dan tujuan tentang perlunya dibuat 

Surat Edaran menggunakan jarak antar antar baris 1 (satu) 

spasi; 

b) Ruang lingkup berlakunya Surat Edaran; 

c) Peraturan perundang-undangan atau Naskah Dinas lain 

yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; 

d) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap 

mendesak; 

e) Penutup; 

f) Spasi antar baris dan antar paragraf pada Naskah Dinas 

yaitu 1 (satu) spasi; dan 

g) Jenis huruf yang digunakan adalah Arial dengan ukuran 11 

(sebelas). 

3) Bagian Kaki 

a) Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan 

bawah; 

b) Tempat dan tanggal penetapan; 

c) Nama jabatan pejabat penandatangan ditulis dengan huruf 

kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

d) Tanda tangan pejabat penandatangan; 

e) Nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis dengan 

huruf kapital; dan 

f) Tembusan pada sisi kiri bawah surat Uika diperlukan). 

b. Penomoran 

Penomoran untuk Surat Edaran secara berurutan adalah: 

Nomor ... / (Kade Jabatan Penandatangan)/Tahun 

Nomor: Urutan nomor naskah Surat Edaran satu tahun takwim 

Tahun : Tahun dikeluarkannya naskah Surat Edaran tanpa ditulis 

kata "Tahun" 
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Contoh: 

Pejabat Penandatanganan Contoh Penomoran 

Sekretaris J enderal ... / SE- SEKJEN / Tahun ... 

Kepala Badan Keahlian ... / SE- BK/ Tahun ... 

Inspektur Utama ... / SE- IU / Tahun ... 

Deputi Administrasi ... / SE- DA/ Tahun ... 

Depu ti Persidangan ... / SE- DP/ Tahun ... 
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c. Contoh Format Surat Edaran 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE . www.dpr go 1d 

Yth. 1 . ....... ......... .. 
2 . . ...... ..... . ... . . 
3. dan seterusnya 

SURAT EDARAN 
NO MOR .... / SE- (Kode Jabatan) / (Tahun) 

1. Latar Belakang 

2. Maksud dan Tujuan 

3. Ruang Llngkup 

4. Dasar 

5. (lsi Surat Edaran) 

6. dan seterusnya. 

Tembusan: 
1. .................. .. 
2 .................... . 

3. dan seterusnya 

TENTANG 

(JUDUL SURAT EDARAN) 

Ditetapkan di Jakarta, 
pad a tanggal. ........ ... . 

NAMA JABATAN, 

(Tanda Tangan) 

NAMA LENG KAP 
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6. Surat Tugas/ Surat Perintah 

Surat Togas / Surat Perintah disusun dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Susunan 

Susunan Surat Togas/ Surat Perintah terdiri ata s: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Surat Togas/ Surat Perintah 

(1) Kop Surat Togas/ Surat Perintah yang berisi gambar 

logo, nama instansi "SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan di 

bawahnya diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri 

hingga sisi kanan secara simetris; 

(2) Surat Togas/ Surat Perintah diberikan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu dengan melibatkan 

pejabat/ pegawai di instansi lain atau untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu berkaitan dengan 

instansi lain maka menggunakan Kop Naskah Dinas 

yang berlogo warna emas dan nama instansi 

"SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" yang ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris, dengan mencantumkan 

alamat instansi; dan 

(3) Surat Tugas/Surat Perintah yang diberikan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu di lingkungan intern 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia maka menggunakan Kop N askah Dinas yang 

berlogo warna hitam dan nama instansi, "SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA", yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dengan mencantumkan alamat instansi. 
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b) Kata "SURAT TUGAS/ SURAT PERINTAH", yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

c) Kata "NO MOR", ditulis dengan huruf kapital dan berada di 

bawah tulisan "SURAT TUGAS/ SURAT PERINTAH"; 

d) Jarak baris antara kata "SURATTUGAS/ SURAT PERINTAH" 

dan nomor yaitu 1 (satu) spasi; dan 

e) Aturan penomoran Surat Togas/Surat Perintah adalah 

se bagai beriku t : 

(1) Nomor naskah (nomor urut angka arab dua digit dalam 

satu tahun takwim); 

(2) Klasifikasi Naskah Dinas; 

(3) Bulan (ditulis dengan angka romawi); dan 

(4) Tahun terbit. 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Konsiderans dimulai dengan kata menimbang yang berada 

pada sisi kiri margin dan diakhiri dengan tanda baca titik 

dua (:) ; 

b) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar 

penugasan/perintah; 

c) Menimbang memuat pokok pikiran ditetapkannya Surat 

Togas/ Surat Perintah; 

d) Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata 

"bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); 

e) Kata "Dasar", memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya Surat Togas/ Surat Perintah dituliskan 

sejajar dengan kata menimbang dengan tanda baca titik dua 

(:) diawali dengan angka bilangan (1. , 2., dst.) dan diakhiri 

dengan tanda baca titik koma (;); 

f) Diktum dimulai dengan kata "Memberi Tugas/ Perintah", 

ditulis dengan huruf awal kapital tebal secara simetris 

dengan tanda baca titik dua (:) ; 
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g} Kata "Kepada" dengan tanda baca titik dua (:} di tepi kiri 

diikuti nama dan jabatan pegawai yang mendapat 

tugas/perintah; 

h) Di bawah kata "Kepada" ditulis kata "Untuk" dengan tanda 

baca titik dua (:) yang berisi tentang hal yang harus 

dilaksanakan; 

i} Jarak antara baris setiap konsiderans dan diktum yaitu 1,5 

(satu koma lima) spasi; 

j} Jenis huruf yang digunakan adalah Arial dengan ukuran 11 

(sebelas). 

3) Bagian Kaki 

a} Tempat dan tanggal Surat Tugas/Surat Perintah; 

b) Namajabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat yang menugaskan/ memerintahkan; 

dan 

d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat 

Tugas/Surat Perintah, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital pada setiap awal kata. 

b. Penomoran 

Ketentuan penomoran Surat Tugas/ Surat Perintah adalah sebagai 

berikut: 

NOMOR URUT / KLASIFIKASI ARSIP /BULAN /TAHUN 

1) Nomor naskah (nomor urut angka arab dua digit dalam satu 

tahun takwim); 

2) Klasifikasi Arsip (KA} berdasarkan substansi surat; 

3) Bulan (ditulis dengan angka romawi); dan 

4) Tahun terbit. 
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c . Contoh Format Surat Tugas 

Menimbang 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go id 

SURAT TUGAS 
NOMOR: .. .. I KA / (Bulan)/ (Tahun) 

a . bahwa ......... ... ............. ... .. .... .. .... .. .. . ................................. ; 
b. bahwa .. ..... .. .... .. .... ...... ...... .. .... .. .. ..... .......... ..... .......... ... .. .. ; 

1. . .. ... ..... . ... •·· ........ ....... ... ..... •. ... .. ....... .. •.. ••. . ... .•. ....• ... . .. . ··•· • 

2 ................... ........ ...... . · ·· ····· ·············· ··· ····•···•·· ·········· ··· • . 

Memberl Tugas: 

1. . ... .. ... ·•· .... .. . .. .... . . . .. ..... . ... . ... . . ... . ................ .. ... ······ ... . ......• 
2. 

3 ......................... ..... ··· ······ ··· ······ ····· ··•·· ·· •· · ········· ······ ········· 

1 .... .. . .... ........ ....... ....... . .... ........... .... . .. .. ..... . .......... ... ..... ..... . 

2. ·· · ··• ··· · ····· ····· · ··· ··· ······· ··· ·· ·•· ····· · ·· ··•· ···· ···· ···· ····· .. . • ... ...... .. . 
3 .... .... . ......... ........ .............. ... ..... . .... . ...... ... .. . ....... .............. . 

Nama tempat. tanggal. dan tahun 
NAMA JABATAN PENANDATANGAN. 

(Tanda Tangan) 

NAMA LENGKAP 
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B. Naskah Dinas Korespondensi 

Naskah Dinas Korespondensi adalah Naskah Dinas yang digunakan baik 

untuk berkomunikasi dengan perseorangan, antar instansi, antar satuan 

organisasi/unit kerja maupun dalam Satuan Organisasi/Unit Kerja di 

lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 

Indonesia. 

1. Surat Dinas Ekstern 

a. Susunan 

Susunan Surat Dinas Ekstern terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Nota Dinas yang berisi gambar logo warna emas, nama 

instansi, "SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA", alamat instansi, nomor 

telepon lengkap instansi dan dibawahnya diberi garis tebal 

horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan secara simetris; 

b) Tempat dan tanggal pembuatan surat diketik di sebelah 

kanan atas tanpa diakhiri dengan tanda titik, sebaris 

dengan nomor surat; 

c) Kata "Nomor", "Sifat", "Lampiran" dan "Hal" ditulis di 

sebelah kiri di bawah kop surat dengan huruf kapital pada 

setiap huruf awalnya dan diakhiri dengan dengan tanda 

baca titik dua (:); 

d) Tulisan "Yth." ditulis di sebelah kiri di bawah "Hal", diikuti 

dengan nama jabatan dan alamat yang dituju; dan 

e) Jarak antar baris yang digunakan yaitu 1 (satu) spasi huruf 

Arial dengan ukuran 12 (dua belas). 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Bagian batang tubuh Surat Dinas Ekstern terdiri dari alinea 

pembuka, isi, dan penutup secara singkat, padat, dan jelas; 

b) Pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar 

dengan kata "Hal"; 

c) Setiap awal alinea diketik menjorok ke dalam sebanyak 2 

tab; dan 



-19-

d) Jarak antar baris yaitu 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) 

spasi dengan menggunakan huruf Arial ukuran 12 (dua 

belas). 

3) Bagian Kaki 

a) Bagian kaki di tempatkan di sisi kanan bawah sesudah 

batang tubuh; 

b) Nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat; 

d) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah dan 

menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata; 

e) Cap dinas d igunakan sesuai dengan ketentuan; 

f) Kata "Tembusan" Uika perlu), berada pada sisi kiri bawah 

dan diikuti tanda baca titik dua (:); dan 

g) Tembusan memuat nama jabatan penerima surat, ditulis 

berurutan dengan angka arab, jika lebih dari satu tanpa 

diakhiri dengan tanda baca. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran Surat Dinas Ekstern sebagai berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

1) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

2) Garis miring (/ ); 

3) Nomor, d ibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi persuratan; 

4) Garis miring (/); 

5) Klasifikasi Arsip (KA) disesuaikan dengan substansi surat; 

6) Garis m iring (/); 

7) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol) ; 

8) Garis miring(/); dan 

9) Tahun d itulis secara lengkap. 
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Contoh: 

Nomor: B/03/KP.05/09/2020 

B Biasa (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

03 Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

KP.OS 

09 

2020 

Klasifikasi arsip untuk jenis arsip administrasi 

pegawai 

Bulan ke-9 (September) 

Tahun 2020 

c . Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Kop Naskah Dinas hanya digunakan pada halaman pertama 

Surat Dinas; 

2) Jika Surat Dinas Ekstern disertai lampiran, pada baris 

Lampiran dicantumkan jumlahnya; 

3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan 

huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda 

baca; 

4) Penandatanganan "atas nama (a.n .)" dilakukan sesuai dengan 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang dan pejabat pemberi wewenang diberi 

tembusannya; 

5) Pena ndatanganan "untuk perhatian (u.p.)" digunakan apabila 

penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di 

lingkungan penerima surat. 
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d. Contoh Format Surat Dinas Ekstern 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENOERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021 ) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE . wwwdpr.go 1d 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

Yth. 

d i (tempat tujuan) 

B/Nomor urut/KA/Bulan/Tahun Tempat, tanggal dan lahun 

...... ......... .. ......................... (Alinea Pembuka) ..... . ... .. . ............ .. .. ................. . .. 

. .. .. . ... . .. .. .... ... . .. .. . ... .. .. . . .. . .. ... . ... (Alinea lsi) . .... .. .. ....... .. .. . ... ..... .. .... .. ... ............ . 

...... ... .. . ... ... ... ...... ...... ... ...... . (Alinea Penutup) ........ . ......... .. .......................... .. . 

Nama Jabatan, --, , ' 
,' Cap \ 
l dinas : (Tanda tangan) 
\ I ' , ... ___ .. 

Nama lengkap 

Tembusan: 
1. .. .. .... ... .. .......... .. .. ........ . 
2 .... ..... .......................... .. 
3 ... ... ....... ........... .. ......... .. 
4 .................................... . 
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Contoh Format Surat Dinas Ekstern dengan garis kewenangan: 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GA TOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021 ) 5715 423 15715 925. WEBSITE: www.dpr.go.id 

8/Nomor/KNBulan/T ahun Tempat. tanggal. bulan dan lahun 

Yth ............ .... ... . . .. . 

di Jakarta 

......................................... (Al1nea Pembuka) .................... ................. . 

...•........................ .................. (Ahnea lsi) ..•.......................................... 

......................................... (Alinea Penutup) .............................•.......... 

Tembusan: 
1 .... ...... .. .... .. . .. . ..... .. . 

2. ·· ····· ···• ·· ················· 
3 . .. ...... ... .... ..... ...... .. . 

a.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Pimpinan 

u.b. 
Kepala Bagian Sekretariat Sadan 
Musyawarah. 

Nama lenqkap 



-23-

2. Surat Undangan 

a. Susunan 

Susunan Surat Undangan terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Surat Undangan Ekstern berisi gambar logo warna 

emas, nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan di bawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris; 

b) Kop Surat Undangan Intern berisi gambar logo warna 

hitam, nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan di bawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris; 

c) Tempat dan tanggal pembuatan surat diketik di sebelah 

kanan atas tanpa diakhiri dengan tanda titik, sebaris 

dengan nomor surat; 

d) Kata "Nomor'' , "Sifat", "Lampiran" dan "Hal" ditulis di 

sebelah kiri di bawah kop surat dengan huruf kapital pada 

setiap huruf awalnya dan diakhiri dengan dengan tanda 

baca titik dua (:); 

e) Kata "Yth. " ditulis di sebelah kiri di bawah kata "Hal", 

diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dituju; dan 

f) Jarak antar baris yang digunakan yaitu 1 (satu) spasi 

dengan menggunakan huruf Arial ukuran 12 (dua belas). 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari alinea 

pembuka, isi, dan penutup secara singkat, padat, dan 

jelas; 

b) Pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar 

dengan kata "Hal"; 



-24-

c) Setiap awal alinea diketik menjorok ke dalam sebanyak 2 

(dua) tab; dan 

d) Jarak antar baris yaitu 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) 

spasi dengan menggunakan huruf Arial ukuran 12 (dua 

belas) . 

3) Bagian Kaki 

a) Bagian kaki di tempatkan di sisi kanan bawah sesudah 

batang tubuh; 

b) Nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat; 

d) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah dan 

menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata; 

e) Cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan; 

f) Kata "Tembusan" Qika perlu), berada pada sisi kiri bawah 

dan diikuti tanda baca titik dua (:); dan 

g) Tembusan memuat nama jabatan penerima surat, ditulis 

berurutan dengan angka arab jika lebih dari satu, tanpa 

diakhiri dengan tanda baca. 

b. Penomoran 

1) Susunan penomoran Surat Undangan Ekstern sebagai 

berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

a) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

b) Garis miring (/); 

c) Nomor Urut, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu 

tahun takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka 

0 (nol) yang dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi 

persuratan; 

d) Garis miring (/); 

e) Klasifikasi Ar sip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

berpedoman pada Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

f) Garis miring (/); 



-25-

g) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s .d 9 diawali 

dengan angka 0 (nol); 

h) Garis miring(/); dan 

i) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor : B/03/KP.05/09/2020 

B 

03 

KP.05 

09 

2020 

: Biasa (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

: Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

: Klasifikasi arsip untukjenis arsip administrasi 

Pegawai 

: Bulan ke-9 (September) 

: Tahun 2020 

2) Susunan Penomoran Surat Undangan Intern sebagai berikut: 

NOMOR: KK.A/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

a ) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

b) Garis miring(/); 

c) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka 0 (nol) 

yang dikeluarkan oleh unit kerja yang mengeluarkan 

undangan; 

d) Garis miring (/); 

e) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

pedoman Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

f) Garis miring (/); 

g) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali 

dengan angka 0 (nol); 

h) Garis miring(/); dan 

i) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor: T/29/HK.04/11/2020 

T : Terbatas (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

29 : Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 



HK.04 

11 

2020 
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: Klasifikasi arsip untuk jenis arsip ten tang 

bantuan hukum 

: Bulan ke-11 (November) 

: Tahun 2020 

c . Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Tingkat pengamanan pada Surat Undangan disesuaikan 

dengan urgensi dan tingkat keamanan dari suatu kegiatan 

yang akan dilaksanakan; 

2) Urutan penulisan pejabat/ pegawai yang dikirim Surat 

Undangan berdasarkan pada tingkat jabatan; 

3) Apabila undangan ditujukan kepada banyak pejabat/pegawai, 

maka dapat dibuat dalam daftar tersendiri dan dimasukkan 

dalam lampiran dari Surat Undangan; 

4) Surat Undangan Ekstern dibubuhi cap dinas diatas tanda 

tangan pejabat yang mengundang; dan 

5) Untuk hal tertentu, Surat Undangan dapat berbentuk kartu. 
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d. Contoh Format Surat Undangan 

1) Contoh Surat Undangan Intern 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE · www.dprgo Id 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

8/Nomor Urut/KA/Bulan/Tahun 

Yth ... .... . .. . ... . .. ... .. . .. ...... ... ... . 

di (tempat tujuan) 

Tempat, tanggal dan tahun 

........... . . , ............ . ........ , ....... (AJinea Peni>uka) ...... . .. . ... ... .... .............. .. ... .. .... .. . 

hari, tanggal 

waktu 

tempat 

acara 

nama kota, hari, tanggal bulan tahun 

pukul xx.xx s.d xx W1B 

... ...... . ..... . , ....... ... ... ....... .. .... (AJinea Penutup) ............. . .... . .... . . ... ....... .... ... ... .. . . 

Nama Jabatan. 

(Tanda tangan) 

Nama lengkap 

Tembusan: 
1. (atasan langsung penandatangan) 
2. (atasan langsung pejabat yang dituju) 
3. (unit pelaksana) 
4 ... ..... .. ............. ...... ... ... . . 
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2) Contoh Surat Undangan Ekstern 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE www dpr.go.td 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

B/Nomor uruUKA/Bulan/Tahun 

Yth . ...... ........... .... .. . . 

di (tempat tujuan) 

Tempat, tanggal dan tahun 

..... . ..... . ..... ... . ... .... ... ... .. .... .. . (Alinea Pembuka) ............... ..... . ... ... .... .. .............. . 

hari. tanggal 

waktu 

tempat 

acara 

nama kola , hari, tanggal bulan tahun 

pukul xx.xx s.d xx WIB 

.......... ..... ... ...... ... .. . .... .. .... .. . (Alinea Penutup) ... ...... .. .... , ..... ........................... . 

Nama Jabatan, 
, ~-, ... 

, \ 

( Cap ~ 
• dinas , (Tanda tangan) 
\ I ' , ... __ ... 

Nama lengkap 

Tembusan: 
1. (atasan langsung penandatangan) 
2. (atasan langsung pejabat yang dituju) 
3. (unit pelaksana) 
4. ········ · · .. ...... .... .. ... .... .... . 
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3. Nota Dinas 

a. Susunan 

Susunan Nota Dinas terdiri atas: 

1) Bagian kepala 

a) Kop N ota Dinas terdiri dari logo instansi dan nama 

instansi; 

b) Logo instansi dicetak dalam warna hitam putih dengan 

ukuran 2,25 cm x 2,25 cm; 

c) Na.ma instansi "SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" ditulis 

menggunakan huruf Arial ukuran 16, dicetak tebal, dan di 

bawahnya diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga 

sisi kanan secara simetris; 

d) Na.ma Unit Kerja ditulis di bawah kop dengan 

menggunakan huruf Arial ukuran 12, dicetak tebal, dan 

diletakkan tengah atas secara simetris; 

e) Unit Kerja adalah nama unit kerja Pimpinan Tinggi; 

f) Kata "NOTA DINAS", ditulis tebal dan bergaris bawah 

dengan huruf kapital secara simetris, ukuran 12 (dua 

belas); 

g) Kata "NOMOR", yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

h) Kata "Yth." sebagai penerima surat ditulis dengan huruf 

awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:) 

ditempatkan di sisi kiri; 

i) Kata "Dari", sebagai pengirim surat ditulis dengan huruf 

awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:) 

ditempatkan sejajar di bawahnya kata "Yth."; 

j) Kata "Hal", sebagai gambaran besar isi surat ditulis dengan 

huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua 

(:) ditempatkan sejajar di bawahnya kata dari; 
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k) Kata "Tanggal", sebagai tanggal surat dikirim ditulis 

dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda baca titik 

dua (:) ditempatkan sejajar di bawahnya kata "Hal"; dan 

1) Jarak antar baris yang digunakan yaitu 1,5 (satu koma 

lima) spasi dengan menggunakan huruf Ari.al ukuran 11 

(sebelas). 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea 

pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

b) Jarak antar paragraf yaitu 1,5 (satu koma lima) spasi, 

dengan menggunakan huruf Arial ukuran 11 (sebelas) . 

3) Bagian Kaki 

a) Bagian kaki Nota Dinas di tempatkan di sisi kanan bawah 

sesudah batang tu buh; 

b) Nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat; 

d) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah dan 

menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata; 

e) Kata "Tembusan" Uika perlu), berada pada sisi kiri bawah 

dan diikuti tanda baca titik dua (:); dan 

f) Nota Dinas yang dikirim merupakan Nota Dinas yang tidak 

dibubuhi paraf koreksi. 

b. Penomoran 

Nomor Nota Dinas secara berurutan terdiri dari: 

a) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membuat Nota Dinas; 

b) Garis miring (/); 

c) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi Nota Dinas; 

d) Garis miring (/); 

e) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s .d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 
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f) Garis miring (/); dan 

g) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor: 29/KU.02.01/ 11/2021 

29 

KU.02 

11 

2021 

Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

Klasifikasi Arsip untuk jenis arsip tentang 
Pelaksanaan Anggaran Realisasi Pendapatan 

Bulan ke-11 (November) 

Tahun 2021 

c . Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Nota Dinas tidak menggunakan Kertas Berpengaman; 

2) Nota Dinas merupakan naskah dinas yang hanya berlaku 

untuk intern instansi; 

3) Nota Dinas tidak dibubuhi Cap Dinas; 

4) Distribusi sesuai dengan tata cara penyampaian surat dinas; 

5) Nota Dinas hanya dapat dibuat oleh pejabat satu tingkat di 

bawahnya kepada atasan; dan 

6) Nota Dinas yang dibuat oleh pejabat dua tingkat di bawahnya, 

pejabat dua tingkat di bawahnya perlu membuat surat 

pengantar ke pejabat satu tingkat di atasnya untuk 

mendapatkan surat pengantar ke pejabat dua tingkat ke 

atasnya. 
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d. Contoh Format Nota Dinas 

SEKRETARIA T JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Yth 
Dari 

Hal 
Tanggal 

Tembusan: 

NAMA UNIT KERJA 

NOTA DINAS 

NOMOR: Nomor Urut / KA / Bulan / Tahun 

....... .. ........... .... ..... (Alinea Pembuka) ... ........ ................. . 

... . . . ... .. . . .. ... ... . . . ..... . (Alinea lsi) ................. .. ...... ............ . 

... ... ...... ... ... ... . .. ...... (Alinea Penutup) .......... .. ..... ...... .. ....... . 

Nama Jabatan Penandatangan. 

(Tanda tangan) 

Nama lengkap 

1 ..... ..... ... ........ .. .. .... .. .... . . 
2 ............... . ............ ........ . 

3. ············ ··· ·· · ······ ····" ·"··· 
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4 . Disposisi 

a. Susunan 

Disposisi sekurang-kurangnya memuat: 

1) Nama unit kerja pimpinan tinggi; 

2) Nomor agenda pada pencatatan surat keluar-masuk; 

3) Tanggal dan nomor surat; 

4) Perihal, asal surat, tujuan surat; 

5) Uraian atau catatan sebagai tindak lanjut atas surat yang 

ditulis secara lengkap, jelas dan tidak multitafsir; dan 

6) Paraf pejabat yang memberi catatan. 

b. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Tujuan Disposisi agar pimpinan tidak menulis 

perintah/instruksinya pada surat; 

2) Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak 

dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan 

pemberkasan maupun penyusutan arsip; 

3) Setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (sentral 

arsip aktif setingkat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi 

pratama, dan administrator) diberi Disposisi rangkap 2 (dual, 

1 (satu) lembar untuk unit pengolah dan 1 (satu) lembar lagi 

untuk tujuan disposisi; 

4) Disposisi disimpan di sentral arsip aktif untuk mengingatkan 

unit pengolah/pelaksana penerima disposisi bila waktu 

penyelesaian surat sudah berakhir; dan 

5) Ketentuan format disposisi bersifat dinamis dengan 

memperhatikan aspek keserasian, estetika, dan keperluan 

informasi yang disampaikan. 
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c. Contoh Format Disposisi 

(contoh format Biro Persidangan I) 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Nomor Registrasi 

Tanggal Surat 

Nomor Surat 

L.ampiran 

Perihal 

Diteruskan Kepada: 

□ Bagian Sekretariat Komisi I 
J Bagian Sekretariat Komisi II 
J Bagian Sekretariat Komisi Ill 
D dan seterusnya 

Disposisi/ 
Catalan 

BIRO PERSIDANGAN I 

DISPOSISI 

Tingkat Keamanan 

Tanggal diterima 

Asal Surat 

Unit Kerja Pemberi 
Disoosisi 

B / T / R 

□ ......... ............... ... .................. . 
D 
D 
D 
D 

Paraf, 
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5 . Berita Faksimile 

a. Susunan 

Susunan Berita Faksimile terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Naskah Dinas yang berisi logo berwarna dan nama 

instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEW AN PERW AKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, dengan mencantumkan 

alamat instansi, dan diletakkan secara simetris di tengah 

margin, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital; 

b) Kata "Berita Faksimile", ditulis dengan huruf awal kapital 

secara simetris dengan bingkai sisi bergaris berbentuk 

persegi; 

c) Kata "Nomor", ditulis dengan huruf awal kapital secara 

simetris dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:) 

ditempatkan sejajar dengan kata "Tanggal" dan "Hal" 

dibawahnya; 

d) Kata "Tanggal", sebagai tanggal surat dikirim ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

e) Kata "Jml Hal", apabila lebih dari satu halaman ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

f) Kata "Kepada", sebagai penerima surat ditulis dengan 

huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua 

(:) dan dilengkapi dengan nomor faksimile dan telepon 

ditempatkan di sisi kiri; 

g) Kata "Dari", sebagai pengirim surat ditulis dengan huruf 

awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:), 

dilengkapi dengan nomor faksimile dan telepon 

ditempatkan sejajar di bawahnya kata "Kepada"; 

h) Kata "Tembusan", ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diikuti dengan tanda baca titik dua (:), ditempatkan sejajar 

di bawahnya kata "Dari"; 
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i) Kata "Hal", sebagai gambaran besar isi surat ditulis dengan 

huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik dua 

(:) ditempatkan sejajar di bawahnya kata "Tembusan"; dan 

j) Jarak antar baris yang digunakan yaitu 1,5 (satu koma 

lima) spasi dengan menggunakan huruf Arial ukuran 12 

(dua belas). 

2) Sagian Satang Tu buh 

a) Sagian batang tubuh Serita Faksimile terdiri dari alinea 

pembuka, isi, dan penutup secara singkat, padat, dan 

jelas; 

b) Pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar 

dengan kata "Hal"; 

c) Setiap awal alinea diketik menjorok ke dalam sebanyak 2 

(dua) tab; dan 

d) Jarak antar baris yaitu 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) 

spasi dengan menggunakan huruf Arial ukuran 12 (dua 

belas). 

3) Sagian Kaki 

a) Sagian kaki Serita Faksimile di tempatkan di s isi kanan 

bawah sesudah batang tubuh; 

b) Nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat; dan 

d) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah dan 

menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. 

b. Penomoran 

Nomor surat secara berurutan terdiri dari: 

a) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membuat Serita Faksimile; 

b) Garis miring(/); 

c) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi nota dinas; 

d) Garis miring (/) ; 
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e) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka 0 (nol); 

f) Garis miring (/); dan 

g) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor: 14/TI.02/05/2021 

14 Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

TI.02 Klasifikasi Arsip untuk jenis arsip tentang 

Informasi Aplikasi/Data 

05 Bulan ke-5 (Mei) 

2021 Tahun 2021 

c. Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Pengisian Berita Faksimile dapat ditulis dengan tulisan tangan 

atau diketik; dan 

b) Untuk penulisan Berita Faksimile hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan; 
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d. Contoh Format Berita Faksimile 

·~ SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE PCS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id 

Kepada 
Fax 

Telp 
Dari 

Fax 
Telp 

Tembusan 
Hal 

Serita Faksimile J 

Nom0f : No/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 
Tanggal 
Jml Hal 

.......... ..... ................. . {Alinea Pembula) .................................. _ ............................. . 

................................... (.AJmea Isl) ......................................... .................... - .. .. 

................................... (Almea Penutup) ......... .................... ..................................... . 

Nama Jabatan. 

(ruang tanda latiga,,) 

Nama lengkap dan gelar 
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C. Naskah Dinas Khusus 

1. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

a . Susunan 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan nota 

kesepahaman diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran nota kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) sebagai berikut: 

Klasifikasi Arsip/Nomor Urut Surat/Bulan/Tahun 

a) Klasifikasi Arsip disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

b) Nomor, dibuat berdasarkan nornor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka 0 (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi dokumentasi 

dan inforrnasi hukum; 

c) Garis miring (/); 

d) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

e) Garis miring (/); dan 

f) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

KN.02/102/06/2020 

KN.02 

102 

06 

2020 

Klasifikasi arsip untuk jenis arsip tentang 

pemanfaatan Barang Milik Negara 

Nornor urut nota kesepaharnan dalam satu tahun 

takwim 

Bulan ke-06 (Juni) 

Tahun 2020 
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c. Contoh Format Nota Kesepahaman 

NOTA KESEPAHAMAN 
ANTARA 

SEKRETARIAT JENDERAL 

/ ' 
/ LOGO \ 
I PlHAK I 
\ KEDUA / 

' / --
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN 

TENTANG 

NOMOR: Klaslflkasl Arslp/Nomor/Bulan/Tahun 

NOMOR: ....... (Nomor Plhak Kedua) ....... . 

Pada hari in1 Senin tanggal 4 (empat) bulan Januari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

I. ............................................ Berl<edudukan sebagai (Sekretaris JenderaVDeputi/Kepala 
Badan) berdasarl<an (Keputusan Presiden!KeputusanlKuasa) 
tanggal .. . untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia beratamat di ... selanjutnya disebut sebagai "PIHAK 
PERTAMA' 

It. .................... ........................ Berl<edudukan sebagai .. . berdasarkan (surat kuasalakta 
pendirianlkeputusan pengangkatan) tanggal . . . untuk itu sah 
bertindak untuk dan alas nama .. . berl<antor pusat di ... 
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA" 

Untuk selanJutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai benkut: 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 
Perwakilan Rakyat di bidang persidangan. administrasl. dan keahlian. 

2. Bahwa PIHAK KEOUA adalah ....... ............................................................................... .. 

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK masing•masing dalam kedudukan dan kewenangannya di alas, 
sepakal untuk mengadakan Nola Kesepahaman tentang ... dengan ketenluan sebaga1 berikut: 

PASAL 1 

PASAL2 

Demik1an Nola Kesepah11m11n ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas 
dalam rangkap 2 (dua). masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

········································ 
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2 . Perjanjian 

a. Susunan 

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyusunan 

perjanjian diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran Perjanjian sebagai berikut: 

Klasifikasi Arsip/Nomor Urut/Bulan /Tahun 

a) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

b) Garis miring(/); 

c) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka 0 (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi dokumentasi 

dan informasi hukum; 

d) Garis miring (/); 

e) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

f) Garis miring (/); dan 

g) Tahun ditulis secara lengkap. 

Conteh: 

KN.01.02/ 102/06/2020 

KN.01.02 :Klasifikasi arsip untuk jenis arsip tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemanfaatan 

Barang Milik Negara 

102 

06 

2020 

: Nomor urut perjanjian dalam satu tahun takwim 

: Bulan ke-06 (Juni) 

: Tahun 2020 
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c. Contoh Format Perjanjian kerja sama 

PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA 

SEKRETARIAT JENDERAL 

/' ' 
/ LOOO \ 
I PIHAK I 
\ KEDUA / , __ ,,,. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN 

TENTANG 

NOMOR: Klaslflkasl Arslp/Nomor/Bulan/Tahun 

NOMOR: .... ... (Nomor Pihak Kedua) ....... . 

Pada hari ini .... tanggal ... bulan .... kami yang bertanda 1angan di bawah mi : 

I. ........ ................. ................... Berkedudukan sebagai (Sekretans JenderaVOeputllKepala 

Badan) berdasarkan (Kepurusan Presiden/Keputusan/Kuasa) 
1anggal ....... untuk itu sah bertmdak un1uk dan atas nama 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakya1 Repubhk 
Indonesia beralamat d1 ....... selanjutnya disebut sebagai 
"PIHAK PERTAMA" 

11. .................................... ........ Berkedudukan sebagal ........ berdasarkan (surat kuasalakta 
pendlfianlkepurusan pengangkatan) tang gal ....... untuk 1tu sah 
bertindak unluk dan atas nama ........ berkanlor pusat di .••.•.• 
selanjutnya disebut sebaga1 "PIHAK KEDUA" 

Untuk selanjulnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK, lerlebih dahulu menerangkan hal•hal sebagai benkul 

1. Bahwa PIHAK PERT AMA adalah Sekretarial Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repubf k 

Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 
Perwakilan Rakyat di bidang pers1dangan. adm1nlstraSJ, dan keahllan. 

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah .............................................. .. ... .... .......................... ... .. . 

Alas dasar hal tersebut, PARA PIHAK maslng•maslng dalam kedudukan dan kewenangannya di a1as. 
sepaka1 untuk mengadakan Perjanjlan Kerjasama tentang ....... ...... . dengan syarat dan ketentuan 
sebagai berikut: 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

PASAL 2 
OBJEK PERJANJIAN 

PASAL 3 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

·······--·---······························--·············-············· ... ·················•··· .. ···············--·-·····-············ 

r-•· • • """T" ••·• " "'"T "" • •••••T'" •••••••,..-•••·• •-T••••••·•1 

L ;arar i ;aral i ~aral 1 ~araf l ;arat l dst •• .1 
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PASAL 4 
JANGKA WAKTU 

PASAL5 
BERAKHIRNY A PERJANJIAN 

PASAL 6 
PEMBATALAN PERJANJIAN 

PASAL7 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PASAL8 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

PASAL 9 
PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI 

PASAL10 
ADENDUM 

PASAL 11 
KETENTUAN LAIN 

PASAL12 
(KETENTUAN LAIN SESUA/ KESEPAKATAN) 

Demikian Perjanjlan Kerjasama ini dibuat dan di1andatangani pada hari dan tanggal 1ersebut di atas 
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyal kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

...................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo 

PARAF KOORDINASI (sesuai kebutuhan) 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEPUTI ADMINISTRASI 

DEPUTI PERSIDANGAN 

KEPALA BADAN KEAHLIAN 

INSPEKTUR UTAMA 
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d. Contoh Format Perjanjian sewa menyewa 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA 
ANTARA 

SEKRETARIAT JENDERAL 

✓--, 

/ LOGO \ 

' PIHAK I 
\ KEDUA / 

' / 
...... __ 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN 

TENTANG 

NOMOR: Klaslflkasl Arslp/Nomor/Bulan/Tahun 

NOMOR: ... .... (Nomor Plhak Kedua) ....... . 

Pada hari lni Aabu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami yang 
bertanda tangan di bawah lnl ; 

I. ... ... ............ ...........•...... ... ..... Berkedudukan sebagai (Sekretaris JenderaV Deputi/Kepata 
Badan) berdasarkan (Keputusan Pres,den!Keputusan/Kuasa) 
tanggal . .. untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia beralamat di ... selanjutnya disebut sebagai "PIHAK 
PERTAMA" 

II. ... .......... , ... . .. ... ............. .. . . .... Berkedudukan sebagai ... berdasarkan (surat kuasalskta 
pendirianlkeputusan pengangkatan) tanggal ... untuk itu sah 
bertindak untuk dan atas nama . .. berkantor pus at di ... 
selanjutnya d1sebut sebagai "PIHAK KEDUA" 

stau 

selaku perorangan, yang beralamat di ... , NIK ... selanjutnya 
disebut sebagal "PIHAK KEDUA" 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA atau secara bersama-sama disebul PARA 
PIHAK. sepakat untuk mengadakan perjanIian sewa menyewa barang milik negara dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berlkut: 

' Parat 
1 

PASAL 1 
MAKSUO DAN TUJUAN 

PASAL 2 
OBJEK PERJANJIAN 

PASAl. 3 
PENGGUNAAN OBJ EK PERJANJIAN 

PASAL 4 
HAAGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN 

Parat · Parat [ Par at r Parat · dst 
2 •. 3 • , 4 ..Ji 
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PASAL 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

PASAL6 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

PASAL 7 
JANGKA WAKTU 

PASALS 
LARANGAN 

PASAL9 
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA 

PASAL10 
PERPANJANGAN SEWA MENYEWA 

PASAL11 
PEMBATALAN SEWA-MENYEWA 

PASAL12 
SANKSIIDENDA 

PASAL13 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PASAL 14 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

PASAL15 
PEMBER IT AHUAN/KORESPONDENSI 

Parat Parat Parat Parat Parat dst 
1 1 2 3 4 s I 
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. 3. 

PASAL16 
ADENDUM 

PASAL 17 
KETENTUAN LAIN 

PASAL18 
(KETENTUAN LAIN SESUAI KESEPAKATAN) 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas 
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA 

······································ 

PARAF KOORDINASI (sesuai kebutuhan) 

Kepala Biro ...... 

Kepala Biro .. .. .. 

Kepala Biro ...... 

PIHAK KEDUA 
r----1 

: Materai I 
I '-----········································ 
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3 . Berita Acara 

a. Susunan 

Susunan Berita Acara terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop berita acara, terdiri dari logo instansi berwarna dan 

nama lembaga SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan dibawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris; 

b) Kata "BERITA ACARA" ditulis cetak tebal dan digaris 

bawah, menggunakan huruf Arial ukuran 14 (empat belas); 

dan 

c) Nomor berita acara. 

2) Bagian Ba tang tu buh 

a) Tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan 

para pihak yang membuat berita acara; 

b) Substansi berita acara; 

c) Keterangan yang menyebutkan dalam hal terdapat 

lampiran; dan 

d) Penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat 

dengan sebenar-benarnya. 

3) Bagian Kaki 

a) Bagian kaki Berita Acara ditempatkan di bawah naskah 

sesudah batang tubuh; 

b) Penyebutan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun 

dibuatnya Berita Acara ditempatkan di sisi kanan sesudah 

batang tubuh; 

c) Tempat penandatanganan pihak pertama di sisi kanan 

margin sejajar dengan pihak kedua yang memuat: 

(1) Kalimat "Pihak Pertama" diakhiri tanda baca koma (,); 

(2) Tanda tangan pejabat; dan 
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(3) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah 

dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. 

d) Tempat penandatanganan pihak kedua di sisi kiri margin 

yang memuat: 

(1) Kalimat "Pihak Kedua" diakhiri tanda baca koma (,); 

(2) Tanda tangan pejabat; dan 

(3) Nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah 

dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. 

e) Apabila terdapat saksi, tempat penandatanganan di sisi 

kiri bawah. 

4) Lampiran 

a) Lampiran Berita Acara diberi keterangan lampiran dan 

nomor sesuai Berita Acara; 

b) Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang 

berisi meliputi laporan, notulen, memori, daftar seperti 

daftar aset/ arsip yang terkait dengan materi muatan suatu 

Berita Acara; dan 

c) Halaman terakhir pada lampiran dibubuhi tanda tangan 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan format penulisan 

menggunakan huruf kapital dan nama lengkap para pihak. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran Berita Acara sebagai berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/ Bulan/Tahun 

1) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

2) Garis miring(/); 

3) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh Unit Pengusul Berita Acara; 

4) Garis miring (/); 

5) Klasifikasi Arsip disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

6) Garis miring (/); 
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7) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s .d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

8) Garis m iring (/); dan 

9) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

NOMOR: B/03/KA.03.01/ 10/2020 

B 

03 

HK.03 

10 

2020 

: Biasa (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

: Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

: Klasifikasi arsip untuk jenis arsip bantuan hukum 

: Bulan ke-10 (Oktober) 

: Tahun 2020 

c. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Pihak pertama dalam Berita Acara adalah pihak yang 

mempunyai inisiatif mengajukan kegiatan; 

2) Pihak kedua dan pihak selanjutnya dalam Berita Acara adalah 

pihak yang terlibat kegiatan; dan 

3) Berita Acara dibuat rangkap dua atau sesuai dengan pihak 

yang terlibat dalam kegiatan. 
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d. Contoh Format Berita Acara 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE . wwwdpr.go.id 

BERIT A A CARA 
NOMOR: 8/ Nomor Urut / KA / Bulan / Tahun 

Pada han ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, kami 
maslng-masing: 

1. .. ... . (nama lengkap pejabat), NIP .. .... .. .. ...... Kepala . .... (nama jabatan). selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA; 

dan 

2. . ..... (pihak lain) ....... (posisi pihak lain). selanjutnya PIHAK KE DUA. telah melaksanakan: 

a. ······ ··· ····························· ·············· ·····--····· ··· ·· ············· .. ···--
b. 
c. dan seterusnya. 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasart<an .... ...... .. .... .. ... . ............... , .. 

PIHAK KEDUA. 
Nama Jabatan 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 
NIP ... .......... ............ .. 

Saksi-saksi: (apabila ada) 

1 ......................... . 

2 ... ........ ......... .... .. 

( .. . .tanda tanqan ... ) 

( ... .tanda tangan ... ) 

Dibuat di. .. . .... . .... ...... .. . 

PIHAK PERTAMA, 
Nama Jabatan 

(tanda tangan) 

Nama lengkap 
NIP ...... .... .......... ..... .. 
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4 . Surat Kuasa 

a. Susunan 

Susunan Surat Kuasa terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Surat Kuasa menggunakan kertas berpengaman dengan 

kop yang berisi gambar logo warna emas, nama instansi, 

SEKRETARIAT JENDERAL DEW AN PERW AKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, alamat instansi, nomor telepon 

lengkap instansi dan dibawahnya diberi garis tebal 

horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan secara simetris; 

b) Tulisan "SURAT KUASA" diletakkan di tengah secara 

simetris di bawah kop naskah dinas, diketik dengan huruf 

kapital dan dicetak tebal dengan menggunakan jenis huruf 

Arial ukuran 14 (empat belas); dan 

c) Kata "NOMOR" diletakkan di bawah kata "SURAT KUASA", 

ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal dengan 

menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 (dua belas) . 

2) Bagian Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat identita s pemberi 

dan penerima kuasa, serta materi yang dikuasakan. 

3) Bagian Kaki 

Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempa t , tanggal, 

bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan 

para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi materai. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran Surat Kuasa sebagai berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

1) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

2) Garis miring (/); 

3) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam sa tu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang unit membidangi persuratan; 

4) Garis miring (/); 
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5) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

6) Garis miring (/); 

7) Bulan (dalarn angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

8) Garis miring(/); dan 

9) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

NOMOR: B/021/HK.03/ 10/2020 

B 

021 

HK.03 

10 

2020 

: Biasa (Klasifikasi Kearnanan Arsip) 

: Nomor urut surat dalarn satu tahun takwim 

: Klasifikasi arsip untuk jenis arsip bantuan hokum 

: Bulan ke-10 (Oktober) 

: Tahun 2020 
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c. Contoh Format Surat Kuasa 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id 

SURAT KUASA 
NOMOR: B/021/HK.03/10/2020 

Yang bertanda tangan dibawah ini. 

nama 

jabatan 

alamat 

memberi kuasa kepada 

nama 

Jabatan 

alamat 

untuk .............. ......................................... ....... .......... ........ .... ... ........................................ . 

Surat kuasa ini d ibuat untuk d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

Penerima Kuasa, 

(ruang tanda tangan) 

Nama Lengkap 

Jakarta. tanggal bulan tahun 

Sekretaris Jenderal. 

(ruang tanda tangan dan matera~ 

Nama Lengkap 

. ' :1!i 
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5 . Pengumuman 

a. Susunan 

Susunan Pengumuman terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Pengumuman menggunakan kop yang berisi gambar logo, 

nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan dibawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris. 

(1) Kop berwarna emas untuk Pengumuman ekstem 

instansi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

(2) Kop berwarna hitam untuk Pengumuman intern 

instansi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

b) Tulisan "PENGUMUMAN" diletakkan di tengah secara 

simetris di bawah kop naskah dinas, diketik dengan huruf 

kapital dan dicetak tebal dengan menggunakan jenis huruf 

Arial ukuran 14 (empat belas); 

c) Kata "NOMOR" Pengumuman diletakkan di bawah kata 

Pengumuman, ditulis dengan huruf kapital dan dicetak 

tebal dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 

(dua belas); 

d) Kata "TENTANG" dicantumkan di bawah nomor, yang 

ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal; dan 

e) Rumusan judul Pengumuman ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah kata tentang dan dicetak tebal 

menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 (dua belas). 

2) Bagian Batang Tubuh 

Ba tang tu buh ditulis dengan m enggunakan jenis huruf Arial 

ukuran 12 (dua belas) dan 1,5 (satu koma lima) spasi. 
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Batang tubuh memuat: 

a) Alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman; 

b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; 

dan 

c) Pemberitahuan tentang hal tertentu atau materi 

Pengumuman. 

3) Bagian Kaki 

Bagian kaki Pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, 

yang terdiri dari: 

a) Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman; 

b) Nama jabatan pejabat yang membuat, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

c) Tanda tangan pejabat yang membuat; 

d) Nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital; dan 

e) Cap dinas untuk Pengumuman ekstem. 

b. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan 

kepada kelompok/ golongan tertentu; dan 

2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak 

memuat cara pelaksanaan teknis suatu Peraturan. 

c. Penomoran 

Susunan penomoran pengumuman sebagai berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

1) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

2) Garis miring (/); 

3) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi persuratan 

untuk pengumuman yang bersifat ekstern dan unit pencipta 

arsip untuk pengumuman yang bersifat intern; 

4) Garis miring (/); 



-56-

5) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

6) Garis miring(/); 

7) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

8) Garis miring (/ ); dan 

9) Tahun ditulis secara lengkap. 

Conteh: 

NOMOR: B/ 121/KU.04.01/01/2021 

B 

121 

KU.04.01 

01 

2021 

Biasa (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

Klasifikasi arsip untuk jenis arsip biaya 
perjalanan dinas dalam negeri 

Bulan ke-01 (Januari) 

Tahun 2021 
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d . Contoh Format Pengumuman 

1) Contoh format Pengumuman ekstern 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021)5715349 FAX.(021)5715423 /5715925,WEBSITE www.dprgo.id 

PENGUMUMAN 
NOMOR: B/ Nomor Urut / KA / Bulan / Tahun 

TENTANG 
(JUDUL PENGUMUMAN) 

, 

Dikeluarkan di Jakarta, 
pada tanggal bulan tahun 
Nama Jabatan, 

, ' 
f Cap ~ (Tanda tangan) 
' d1nas , ' , ,... .,"' 

Nama lengkap 



------ ---- -------------- --------~ 
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2) Contoh format Pengumuman intern 

.... 1-< ~ ,, 
t';~ 
., 
-.. .-a,.._ 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOOE POS 10270 
TELP, (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 57 15 925, WEBSITE wwwdprgo 1d 

PENGUMUMAN 
NOMOR: 8/ Nomor Urut /KA/ Bulan/ Tahun 

TENTANG 
(JUDUL PENGUMUMAN) 

Dikeluarkan di Jakarta, 
pada tanggal bulan tahun 
Nama Jabatan, 

(Tanda tangan) 

Nama lengkap 
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6. Surat Pengantar 

a . Susunan 

Susunan Surat Pengantar terdiri atas: 

1) Bagi an Kepala 

a) Surat Pengantar menggunakan kop yang berisi gambar 

logo berwarna, nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

alamat instansi, nomor telepon lengkap instansi dan di 

bawahnya diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga 

sisi kanan secara sirnetris; 

b) Tulisan "Yth." ditempatkan di sisi kiri margin setelah kop 

naskah dinas, dilengkapi dengan nama jabatan/alamat 

surat yang dituju; 

c) Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di sisi 

kanan margin setelah kop naskah dinas, sejajar dengan 

tulisan "Yth"; 

d) Tulisan "SURAT PENGANTAR" dicantumkan di bawah 

tujuan Surat Pengantar, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di sisi t engah dengan menggunakan jenis 

huruf Arial ukuran 14 (empat belas); dan 

e) Nomor Surat Pengantar dicantumkan di bawah tulisan 

"Surat Pengantar" dengan menggunakan jenis huruf Arial 

ukuran 12 (dua belas). 

2) Bagian Ba tang Tu buh 

Bagian batang tubuh ditulis dengan menggunakan jenis huruf 

Arial ukuran 12 (dua belas) dengan 1,5 (satu koma lima) spasi. 

Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom 

terdiri atas: 

a) Nomor urut; 

b) Jenis naskah dan/atau barang yang dikirim; 

c) Banyaknya naskah dan/ atau barang; dan 

d) Keterangan. 

3) Bagian Kaki 
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Bagian kaki Surat Pengantar terdiri dari: 

a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 

(1) Nama jabatan pembuat pengantar; 

(2) Tanda tangan; 

(3) Nama; dan 

(4) Cap instansi. 

b) Penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

(1) Tanggal penerimaan; 

(2) Namajabatan penerima; 

(3) Tanda tangan; 

( 4) N ama penerima; 

(5) Cap instansi; dan 

(6) Nomor telepon/faksimile. 

b. Penomoran 

Susunan penomoran Surat Pengantar sebagai berikut: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

1) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

2) Garis miring (/); 

3) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O (nol) yang 

dikeluarkan oleh unit kerja yang membuat Surat Pengantar; 

4) Garis miring (/); 

5) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

6) Garis miring (/); 

7) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

8) Garis miring(/); dan 

9) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor: R/29/LG.01/ 11/2020 

R Rahasia (Klasifikasi Keamanan Arsip) 

29 Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 



LG.01 

11 

2020 
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Klasifikasi arsip untuk jenis arsip tentang 

RUU Inisiatif DPR RI 

Bulan ke-11 (November) 

Tahun 2020 

c. Contoh Format Surat Pengantar 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 4231 5715 925, WEBSITE : wwwdprgo.1d 

Yth ............ .. ........... ...... .. ... .. Tempat, tanggal dan tahun 

di (tempat tujuan) 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR: B/ Nomor Urut / KA / Bulan I Tahun 

No. Naskah Dinas yang dikirimkan 

1. 

2. 

3. 

Diterima tanggal bulan tahun 
Penerima 
Nama Jabatan, 

(Tanda tangan) 

Nama lenqkap 
NIP ........... .. .... ...... .. .. 

Banyaknya Keterangan 

Pengirim 
Nama Jabatan, 

, -- - ... , ' 
I ' I \ 

1 dCap ; (Tanda tangan) 
1 1nas , 
\'' ~ I 

... - -_, 
Nama lengkap 
NIP ... ......... ... .. ... ..... .. 



-62-

7 . Surat Keterangan 

a. Susunan 

Susunan Surat Keterangan terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Surat Keterangan berisi gambar logo berwama emas, 

nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan dibawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris; 

b) Judul SURAT KETERANGAN ditulis dengan cetak tebal dan 

digaris bawah, menggunakan huruf kapital secara simetris 

di sisi tengah atas; 

c) Kata "NOMOR" sebagai penomoran surat keterangan, 

ditulis dengan huruf kapital, sejajar dibawah judul SURAT 

KETERANGAN; dan 

d) Jarak antar baris yang digunakan yaitu 1 (satu) spasi 

dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 (dua 

belas). 

2) Bagian Ba tang Tu buh 

a) Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat 

yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta 

maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan; dan 

b) Jarak antar paragraf yaitu 1,5 (satu koma lima) spasi 

dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 (dua 

belas). 

3) Bagian Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan, tahun, namajabatan, tanda tangan, dan nama 

pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi 

bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. 
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b. Penomoran 

Nomor Surat Keterangan terdiri dari: 

NOMOR: KKA/Nomor Urut/Klasifikasi Arsip/Bulan/Tahun 

a) Kategori KKA (Klasifikasi Keamanan Arsip); 

b) Garis miring (/); 

c) Nomor, dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun 

takwim, untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka O {nol) yang 

dikeluarkan oleh Unit Kerja Pembuat Surat Keterangan; 

d) Garis miring (/); 

e) Klasifikasi Arsip, disesuaikan dengan substansi surat dan 

Klasifikasi Arsip yang telah diatur; 

f) Garis miring (/); 

g) Bulan (dalam angka arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan 

angka O (nol); 

h) Garis miring (/); dan 

i) Tahun ditulis secara lengkap. 

Contoh: 

Nomor: B/03/KP.05/09/2020 

B 

03 

KA.OS 

09 

2020 

Biasa {derajat pengamanan naskah) 

Nomor urut surat dalam satu tahun takwim 

Klasifikasi arsip untuk jenis arsip administrasi 

pegawai 

Bulan ke-09 (September) 

Tahun 2020 
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c. Contoh Format Surat Keterangan 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www dpr.go 1d 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR: B/ Nomor Urut / KA / Bulan / Tahun 

Yang bertandatangan di bawah ini, 

nama 

NIP 

jabatan 

dengan ini menerangkan bahwa 

nama 

NIP 

jabatan 

Tempat, tanggal bulan tahun 
Pengirim 
Nama Jabatan, 

,,-- .... ...... 
, ' 

: Cap \ 
, dinas ; CTanda tangan) 
\ 

', ... __ ,.,.,, 
Nama lengkap 



-65-

8 . Laporan 

a. Susunan 

Susunan Laporan terdiri atas: 

1) Bagi an Kepala 

a) Kop Surat Keterangan berisi gambar logo berwarna hitam, 

nama instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alamat 

instansi, nomor telepon lengkap instansi dan dibawahnya 

diberi garis tebal horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan 

secara simetris; dan 

b) Tulisan "LAPORAN", "TENTANG", dan judul Laporan 

diletakkan secara simetris di bawah kop naskah dinas 

dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. 

2) Bagian Batang Tubuh 

Bagian Batang Tubuh terdiri dari: 

a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud 

dan tujuan, serta ruang lingkup dan dasar hukum; 

b) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang 

dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, b asil 

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal 

lain yang perlu dilaporkan; 

c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan; 

d) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat 

hara pan/ permintaan arahan/ucapan terima kasih; dan 

e) Jarak antar paragraf yaitu 1,5 (satu koma lima) spasi 

dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 

(sebelas). 

3) Bagian Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan 

terdiri dari: 

a) Tempat dan tanggal pembuatan laporan; 
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b) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

c) Tanda tangan; dan 

d) Nama lengkap dan gelar, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

b. Contoh Format Laporan 

A. 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 42315715 925 WEBSITE · wwwdprgo id 

LAPORAN 

TENTANG 
(JUDUL LAPORAN) 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

2 . Maksud dan Tujuan 

3 . Ruang Lingkup 

4 . Oasar Hukum 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

C. Hasil Kegiatan yang Oicapai 

D. Penutup (simpulan dan saran) 

Dibuat di (nama tempat) 
Pada tanggal bulan tahun 

Nama Jabatan Pembuat Laporan, 

(Tanda tangan) 

Nama lenqkap dan gelar 
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9 . Telaah Staf 

a. Susunan 

Susunan Telaah Staf terdiri atas: 

1) Bagian Kepala 

a) Kop Telaah Staf berisi garnbar logo berwarna hitarn, narna 

instansi, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, alarnat instansi, nomor 

telepon lengkap instansi dan d ibawahnya diberi garis tebal 

horizontal dari sisi kiri hingga sisi kanan secara simetris; 

b) Tulisan "TELAAH STAF", "TENTANG" danjudul Telaah Staf 

diletakkan secara simetris di tengah atas dan ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital; dan 

c) Jika diperlukan dapat diberikan anak judul yang berisi 

uraian singkat tentang permasalahan. 

2) Bagian Batang Tubuh 

Pada batang tubuh Telaah Staf sekurang-kurangnya memuat 

unsur: 

a) Pendahuluan yang berisi latar belakang dan pokok 

permasalahan; 

b) Tujuan, memuat tujuan dilaksanakannya Telaah Staf dan 

manfaat yang diperoleh; 

c) Analisa terhadap persoalan dan akibatnya, harnbatan serta 

keuntungan dan kerugian, serta pemecahan atau cara 

bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 

d) Kesimpulan, yang memuat intisari hasil analisis pokok 

masalah dan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; 

e) Saran, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau 

usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi; 

dan 

f) Telaah Staf dibuat dengan menggunakan jenis huruf Arial 

ukuran 11 (sebelas) dan jarak antar baris 1,5 (satu koma 

lima) spasi. 
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3) Bagian kaki 

a) Nama jabatan pembuat Telaah Staf, ditulis dengan huruf 

awal kapital pada setiap awal kata; 

b) Tanda tangan; 

c) Nama lengkap pembuat Telaah Staf, ditulis dengan huruf 

awal kapital pada setiap awal kata; dan 

d) Daftar lampiran. 

b. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Telaah Staf disampaikan dengan pengantar Nata Dinas; dan 

2) Apabila Telaah Staf dibuat aleh bukan pejabat, maka Telaah 

Staf tersebut ditandatangani aleh yang bersangkutan dan 

disampaikan dengan pengantar Nata Dinas dari atasan yang 

bersangkutan. 
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c . Contoh Format Telaah Staf 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 42315715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id 

A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 

TELAAH STAF 
TENTANG 

(JUDUL DAN ANAK JUDUL TELAAH STAF) 

(Memuat alasan/faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya dilakukan telaahan staf) 

2. Permasalahan 
(Memuat ruang lingkup persoalan yang akan dipecahkan dan pernyataan singkat dan 
jelas tentang inti persoalan yang akan dipecahkan) 

B . Tujuan 
(Memuat tujuan dilaksanakannya telaahan staf dan manfaat yang diperoleh dari hasil telaahan 
stat) 

C. Analisa 
(Analisis terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian, serta 
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan) 

D. Kesimpulan 
(Memuat intisari hasil analisis pokok masalah dan pilihan cara bertindak atau jalan keluar 
sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi) 

E. Saran 
(Memuat secara ringkas dan jelas saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi). 

Nama Jabatan, 

(ruang tanda tangan) 

Nama lengkap dan gelar 



-70-

D. NASKAH DINAS LAINNYA 

Naskah dinas lainnya adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang 

berwenang yang diberikan kepada seseorang a tau lem baga karena 

keiku tsertaannya/ perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan 

sebagai alat bukti yang sah. 

1. Sertifikat 

a. Jenis Sertifikat 

Jenis Sertifikat di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara lain: 

1) Sertifikat akreditasi; 

2) Sertifikat sertifikasi sumber daya manusia; dan 

3) Sertifikat kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

b . S usunan 

Susunan Sertifikat sekurang-kurangnya memuat: 

1) Bagian Kepala 

a) Logo Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan identitas lainnya yang terkait 

dengan suatu kegiatan; 

b) Judul sertifikat diletakkan secara simetris di tengah 

menggunakan huruf kapital; dan 

c) Nomor sertifikat. 

2) Bagian Batang Tu.huh 

a) Nama unit kerja yang mengeluarkan sertifikat; 

b) Nama yang diberi sertifikat dan keterlibatan / perannya 

dalam kegiatan yang diadakan; 

c) Judul kegiatan; dan 

d) Masa berlaku / tanggal pelaksanaan kegiatan. 

3) Bagian Kaki 

a) Nama kota tempat penandatanganan; 

b) Tanggal penandatanganan; 

c) Nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata; 
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d) Tanda tangan pejabat; 

e) Nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf kapital 

pada setiap awal kata; dan 

f) Cap dinas. 

c. Penomoran 

Ketentuan penomoran untuk sertifikat dikeluarkan oleh unit kerja 

setingkat jabatan pimpinan tinggi yang menjadi penyelenggara 

kegiatan. 

d. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Bentuk dan format penulisan sertifikat bersifat dinamis; dan 

2) Ketentuan penulisan Sertifikat memperhatikan aspek 

keserasian, estetika dan kebutuhan informasi yang perlu 

di can tumkan. 

2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

a . Susunan 

Susunan SITPL sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1) Bagi an Kepala 

a) Logo Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan identitas lainnya yang terkait 

dengan pendidikan dan pelatihan dan ditulis dengan huruf 

kapital; 

b) Tulisan "SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN" dicantumkan di bawah logo dan ditulis 

dengan huruf kapital secara secara simetris; dan 

c) "Nomor" dicantumkan di bawah tulisan "SURAT TANDA 

TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN". 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Nama unit kerja yang m embida ngi pendidikan dan 

pelatihan; 

b) Nama lengkap beserta identitas peserta; 

c) Pernyataan lulus atau tidak lulus disertai keterangan 

kualifikasi kompetensi; dan 
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d) Judul pelatihan disertai keterangan waktu, tempat dan 

tanggal pelaksanaan, serta jumlah jam pelajaran. 

3) Bagian Kaki 

a) Nama kota tempat penandatanganan; 

b) Tanggal saat penandatanganan; 

c) Nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata; 

d) Nama lengkap pejabat penandatangan, ditulis dengan 

huruf kapital pada setiap awal kata; dan 

e) Cap dinas (bila diperlukan) . 

b. Penomoran 

Ketentuan penomoran STTPL disesuaikan dengan penomoran 

yang dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan 

dan pelatihan. 

c. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Bentuk dan format penulisan STTPL bersifat dinamis; 

2) Ketentuan Penulisan STTPL dengan memperhatikan aspek 

keserasian, estetika dan kebutuhan informasi yang perlu 

dicantumkan; dan 

3) STTPL disertai lampiran yang berisi materi diklat yang 

diselenggarakan dan ditandatangani pimpinan unit kerja yang 

membidangi pendidikan dan pelatihan. 

3. Piagam Penghargaan 

a. Susunan 

Susunan Piagam Penghargaan terdiri atas: 

1) Bagi an Kepala 

a) Kop dengan logo instansi berwarna dan nama instansi 

SEKRETARIAT JENDERAL DEW AN PERW AKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA ditulis dengan huruf kapital; 

b) Tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN" dicantumkan di bawah 

logo dan ditulis dengan huruf kapital secara secara 

simetris; dan 
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c) Kata "NOMOR" ditulis dengan huruf kapital dan 

d icantumkan d i bawah tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN" 

secara simetris. 

2) Bagian Batang Tubuh 

a) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan; 

b) Identitas penerima pengh argaan; dan 

c) Uraian prestasi keteladanan yang telah dicapai atau 

diwujudkan. 

3) Bagian Kaki 

a) Nama kota tempat penandatanganan; 

b) Tanggal saat penandatanganan; 

c) Nama jabatan Sekretaris Jenderal, ditulis dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata; 

d) Nama lengkap pejabat penandatangan, ditulis dengan 

huruf kapital pada setiap awal kata; dan 

e) Cap dinas (bila diperlukan). 

b. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Bentuk dan format penulisan Piagam Penghargaan bersifat 

dinamis; dan 

2) Ketentuan Penulisan Piagam Penghargaan dengan 

memperhatikan aspek keserasian, estetika, dan kebutuhan 

informasi yang perlu dicantumkan. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

-~/ 
INDRAISKANDAR / 
NIP. 19661114 199703 1 OOl}v 

ttd.



LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH 
DINAS SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. MEDIA/SARANA 

Media/ Sarana Tata Naskah Dinas adalah alat untuk merekam informasi 

yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). 

1. Kertas Surat 

a . Penggunaan Kertas 

1) Kertas Digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS maksimal 

80 gram, antara lain untuk kegiatan surat menyurat, 

penggandaan dan dokumen pelaporan; 

2) Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya 

terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai 

keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; 

3) Surat berlambang negara dan/ atau logo instansi, dicetak di 

atas kertas 80 gram; 

4) Kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah A4 yang 

berukuran 297x210 mm (8,25xll,75 inci). Di samping kertas 

A4 untuk kepentingan tertentu korespondensi dapat 

menggunakan kertas dengan ukuran berikut: 

a) A3 Kuarto ganda (297 X 420 mm) 

b) AS Setengah A4 (210 X 148 mm) 

c) Folio (215 X 330 mm) 

d) Folio Ganda (420 X 330 mm) 

5) Standar ukuran kertas 

Standar ukuran kertas yang berlaku secara internasional 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Standar Ukuran Kertas 

Seri Milimeter Inci (+) Seri Milimeter Inci (+) 

AO 84 1 X1189 3 co 917 X 1297 3 
- -

33 X 464 364 X 51 

Al 594 X 841 23 X 33 Cl 648 X 917 3 

25 X 36 4 

A2 420 X 594 1 C2 456 X 648 1 
16-

2 X 23 1s 4X 25 

A3 297 X 420 3 1 C3 324 X 458 3 1 - - - -
22 4 X 16 2 124 X 184 

A4 210 X 297 1 3 C4 229 X 324 3 
- -

8 4 X 11 4 9 X 124 

AS 148 X 210 1 C5 162 X 229 6X9 
5X8 4 

A6 105 X 148 4X5 C6 114 X 162 1 

42 X 6 

A7 74 X 105 2X4 C7 81 X 114 1 1 
- -

34 X 42 

A8 52 X 74 2X2 C8 57 X 81 1 

2 4 X 3 

BO lO00X 1414 1 DO 771 X 1090 1 1 
-

40 X 56 2 30 4 X 43 4 

Bl 707 X 1000 1 01 545 X 771 1 3 

284 X 40 15 4 X 30 4 

B2 500 X 707 1 02 385 X 545 1 3 

20 X 28 4 15 4 X 2 1 4 

B3 353 X 500 14 X 20 03 272 X 385 1 

10 X 15 4 

B4 250 X 353 9 X 14 04 192 X 272 3 

7 4 X 10 

BS 176 X 250 7X9 05 136 X 192 3 

5 X 74 

B6 125X 176 4X7 D6 96 X 136 3X5 

B7 88 X 125 1 D7 68 X 96 3 

3 2 X4 24 X 5 

B8 62 X 88 1 1 D8 48 X 68 3 - -
22 X 32 1 X 24 
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Penjelasan: 

a) SERI A: 

Seri A digunakan untuk umumnya kertas cetak termasuk 

alat tulis kantor dan publikasi ukuran menjadi standar 

dasar adalah AO yaitu kertas ukuran 841 X 1189 mm yang 

luasnya sama dengan satu meter persegi. Setiap angka 

setelah huruf A menunjukan luas setengah dari angka 

sebelumnya. Jadi luas kertas ukuran Al adalah setengah 

dari kertas ukuran AO, A2 seperempat dari AO, dan A3 

adalah seperdelapan dari AO, demikian seterusnya. 

Lembaran dengan ukuran lebih besar dari AO dituliskan 

dengan angka sebelum huruf AO. Jadi 2AO berarti suatu 

lembaran yang ukuranya dua kali AO. 

b) SERI B 

Seri B ukuran kira-kira di tengah-tengah antara ukuran 

seri A, merupakan alternatif dari seri A, namun utamanya 

digunakan untuk poster, peta atau bagian di dinding, dan 

lain-lain. Apabila menggunakan kertas seri A akan 

kelihatan terlalu besar. 

c) SERI C 

Seri C digunakan untuk map, kartu pos, dan sampul. 

Sampul digunakan dengan ukuran seri C sesuai untuk 

kertas seri A, baik dalam keadaan utuh maupun dilipat. 

Sampul C6 dapat mewadahi lembaran kertas A6, atau AS 

dilipat satu kali, atau A4 dilipat dua kali. 
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Contoh ukuran kertas sebagai berikut: 

52 mm 105 mm 

I 1- ---- 210 mm -"'---- (20 mm----
8'1 mm 

AB 
- - A6 

A7 

A4 
AS 

210x 148 mm 

297 x 210 mm 

A2 
594 x 420 mm 

A3 ., /:---\ 
420 x 297 mm.:'\ \ .: ..- "'\ .., 

/'\\ ,· ~· • 11 
/ / \ \ I I 1--------~ '-L...........o, 1--------,j-

/ _~--~~~ \II Ill 

// \\ \\\_ // 
.• l \ '\ ' -- / 
~ - --- -

1189 x 841 mm 

Al 
841 x 594mm 

b. Warna dan Kualitas 

1) Naskah Dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih 

dengan kualitas terbaik (white bond); 

2) Salinan Naskah Dinas menggunakan kertas yang berkualitas 

biasa; 
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3) Apabila digunakan mesm ketik biasa, tembusan diketik 

dengan kertas karbon pada kertas doors lag/ manifold/ tissue; 

4) Apabila digunakan mesin ketik elektronik atau komputer, agar 

lebih efisien, tembusan dibuat pada kertas biasa dengan 

menggunakan fotokopi; dan 

5) Naskah Dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau 

lebih atau bernilai guna permanen, harus menggunakan 

kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7. 

2. Am.plop Dinas 

Arnplop dinas adalah sarana kelengkapan penyampruan surat, 

terutama untuk surat keluar Sekretariat Jenderal DPR RI. Ukuran, 

bentuk, dan warna sampul yang d igunakan untuk surat-menyurat di 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

a . Ukuran 

Ukuran sampul yang digunakan menurut Keputusan Direktur 

Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 43 / DIRJEN/ 1987 

tentang penetapan standar kertas sampul surat dan bentuk 

sampul surat adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2. Ukuran Sampul 

NO LEBAR (mm) PANJANG (mm) 

1 90 152 

2 100 160 

3 110 220 

4 114 162 

5 125 176 

6 105 227 

7 115 245 

8 120 270 

9 176 250 

10 229 324 

11 250 353 

12 270 400 
I 
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Penjelasan: 

Pada umumnya untuk Surat Dinas pada kertas ukuran A4, folio 

dan ukuran A5 digunakan sampul nomor 6 ( 105 mm x 227 mm). 

Untuk Surat Dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal, atau 

surat pengantar yang disertai Naskah Dinas tebal misalnya 

Keputusan atau Pedoman yang berupa buku dan tidak dapat 

dilipat, digunakan sampul yang ukurannya sedemikian rupa 

sehingga setelah dirnasukan ke dalam sampul pada setiap sisinya 

1 

terdapat ruang maksimal 2 inci. 

Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi 

Surat Dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat 

digunakan rumus sebagai berikut. 

1 
Panjang sampul = panjang surat /naskah + 2" + tebal surat/naskah 

1 

Lehar sampul = lebar surat/naskah + 4" + tebal surat/naskah 

b. Warna dan Kualitas 

Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) 

berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas baik sehingga 

sesuai dengan ukuran dan berat Naskah atau Surat Dinas yang 

dikirimkan. 

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan 

Pada sampul surat harus dicantumkan alamat pengirim dan 

alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada 

bagian kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf 

yang sama dengan yang tertulis atau tercetak pada kepala surat 

yaitu logo Sekretariat Jenderal DPR RI, nama instansi/ jabatan, 

dan alamat instansi. Alamat tujuan ditulis sama seperti a lamat 

yang tercantum pada kepala surat, a linea pertama alamat tujuan 

dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul. 
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Gambar I Bentuk Kop dalam Amplop 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 
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d. Cara Melipat dan Memasukan Surat ke dalam Sampul 

Surat yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya 

yang menarik jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam 

sampul kurang cermat dan tidak hati-hati. 

Contoh Format Melipat Kertas Surat 

1) Lembar Kertas Surat 

U1<.tt·o,.. 11..1-DU!a... 
,.,, .................. ,. I. ·"'·•~,a,,.:.... 

- -.,..-...... --. 
...._ ____ .,... __ - -- _.__ ---- -. -....-- _.,...,. ______ , .. 

.... -·---.. .......... -~--.. ·, - ~-- ••r • .,.YQIL .. ..__....,.. _____ :aw 

---------· .. _Jc,io.._ .,.. __ .. _ _._.,. ·----.. -· ..... -

' ... _..__._ . ....,.,_ 
: . ..... ~ ...... 11; .... -... 

2) Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas dilipat ke 

depan 

""'" ........ ...... -uu,. 
-··-~ .. ..... .A ....... "'.._._:,o,o,_ 

3) Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke 

belakang 

........ ~ 
u ...... .., ....... .......... --~, ... 

- -- ·--- --.... -- ~- ....... 

-------.. --
~--_:::-_ _::._-._ - --
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4) Ketiga, surat dimasukan kedalam sampul dengan bagian 

kepala surat menghadap ke depan ke arah pembaca penerima 

surat 

S[J'l.ct( 'ARIA• J[h0£PAL 
Cfv..u~ P£••01J..,. -.i , , U"\:IU.., :JrlOO~tsa 

5) Pada sampul yang menggunakan jendela kertas kaca, alamat 

tujuan pada kepala surat harus tepat dibalik jendela kertas 

kaca 

B. PENOMORAN HALAMAN 

Ketentuan penulisan nomor halaman dalam Naskah Dinas, Nomor 

halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka 

arab dan dicantumkan secara simetris di bagian atas tengah dengan 

membubuhkan tanda (-) sebelum dan setelah nomor. Halaman pertama 

Naskah Dinas yang menggunakan Kop Naskah Dinas tidak perlu 

mencantumkan nomor halaman. 

Contoh penggunaan Nomor Halaman pada Naskah Dinas adalah 

sebagai berikut: 
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PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA 

SEKRETARIAT JENDERAL 

✓-- ' / LOGO \ 

( PIHAK I 
KEDUA / 

\. / ...... __ 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN 

TENTANG 

NOMOR: Klasifikasl Arsip/Nomor/Bulan/Tahun 

NOMOR: ... .... (Nomor Pihak Kedua) ....... . 

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. ..... ...................... ................. Berkedudukan sebagai (Sekretaris Jenderal!Deputi/Kepala 
Badan) berdasarkan (Keputusan Presiden/Keputusan/Kuasa) 
tanggal . . . untuk itu sah bertindak untuk dan alas nama 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia beralamat di ... selanjutnya disebut sebagai "PIHAK 
PERTAMA" 

II. . .. .... .... ..... ....... ..... .. .... .......... Berkedudukan sebagai ... berdasarkan (surat kuasa/akta 
pendirianlkeputusan pengangkatan) tanggal ... untuk itu sah 
bertindak untuk dan alas nama ... berkantor pusat di ... 
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA" 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: ............................................... ..... . 

1 . Bahwa PIHAK PERT AMA adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 
Perwakilan Rakyat di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. 

2. Bahwa PIHAK KE DUA adalah ..... ................. ......... .......... ............... ......................... ..... . 

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas, 
sepakat untuk mengadakan Perjanjlan Kerjasama tentang ... dengan syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

PASAL2 
OBJEK PERJANJIAN 

PASAL3 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

p:;araf , Parat i .. Parai ,1 ParaTT_ Parat f"cist'-7. 
;J.._...J.~.. . 3 ..... .i_'!. , 5 . · 
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-2-

PASAL 4 
JANGKA WAKTU 

PASAL5 
BEAAKHIANYA PEAJANJIAN 

PASAL 6 
PEMBATALAN PEAJANJIAN 

PASAL 7 
PENYELESAIAN PEASELISIHAN 

PASAL8 
KEAOAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

PASAL 9 
PEMBEAITAHUAN/KOAESPONDENSI 

PASAL 10 
AOENDUM 

PASAL 11 
KETENTUAN LAIN 

PASAL12 
(KETENTUAN LAIN SESUAI KESEPAKATAN) 

Demikian Perjanjlan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas 
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERT AMA PIHAK KEOUA 

······································ ........................................ 

PARAF KOORDINASI (sesuai kebutuhan) 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEPUTI ADMINISTRASI 

DEPUTI PERSIDANGAN 

KEPALA SADAN KEAHLIAN 

INSPEKTUR UTAMA 
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C. BATAS RUANG TEPI 

Untuk keserasian, kerapian, dan estetika dalam penyusunan 

Naskah Dinas diatur agar tidak seluruh permukaan kertas digunakan 

secara penuh. Oleh karena itu, perlu diterapkan batas antara tepi kertas 

dan Naskah Dinas yang dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat 

pada peralatan yang digunakan untuk membuat Naskah Dinas, yaitu: 

1. Ruang tepi atas apabila menggunakan Kop Naskah Dinas, 2 

spasi di bawah Kop, dan apabila tanpa Kop 

Naskah Dinas, sekurang-kurangnya 2,5 cm dari 

tepi atas kertas; 

2. Ruang tepi 

bawah 

3. Ruang tepi kiri 

4. Ruang 

kanan 

Penjelasan: 

tepi 

Sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah 

kertas; 

Sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi kiri 

kertas; 

Sekurang-kurangnya 2, 5 cm dari tepi kanan 

kertas. 

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas 

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 

Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam 

paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

D. LAMPIRAN 

Jika Naskah Dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus 

diberi nomor urut dengan angka Arab, diketik di sudut kanan atas setiap 

halaman pertama, tanpa diakhiri tanda baca, rata kiri, dan tanpa garis 

bawah. 

a . Untuk Peraturan, Instruksi, Keputusan, Surat Edaran, la mpira n 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Setiap pengetikan kata 

lampiran harus d isertai dengan nomor urut angka romawi. 
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Contoh penulisan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal: 

LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG ......... . 

Contoh penulisan Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal: 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 293/SEKJEN/2021 
TANGGAL : 10 Februari 2021 

b. Untuk Surat Dinas, Undangan, Surat Perintah, dan Surat 

Keterangan, Lampiran ditulis dengan huruf awal kapital. Setiap 

pengetikan kata lampiran harus disertai dengan nomor urut angka 

Arab. 

Contoh penulisan lampiran Surat Dinas: 

LAMPIRAN 3 
Nomor : B/ ... /KA.04/ .. . / .... 
Tanggal : 18 September 2020 

Nomor halaman masing-masing lampiran dimulai dari angka satu. 

Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah tanpa diakhiri dengan tanda baca. 

E. PENOMORAN 

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses 

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan 

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. 
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Tata cara penomoran Naskah Dinas adalah sesuai dengan ketentuan 

penulisan masing-masing jenis Naskah Dinas sebagaimana telah diatur 

dalam tabel susunan penomoran naskah dinas terdiri dari: 

a. Kategori klasifikasi keamanan; 

b. Nomor urut naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); 

c. Klasifikasi arsip; 

d. Bulan (Ditulis dalam dua digit); dan 

e. Tahun terbit. 
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TABEL 3 . MATRIK TATA PENOMORAN 

KEWENANGAN ' 
NO JENIS NASKAH CONTOH TATA PENOMORAN SUSUNAN PENOMORAN 

PENOMORAN 

1. Peraturan Nomor ... Tahun ... 1. Nomor urut Peraturan unit kerja yang membidangi 

Nomor 1 Tahun 2021 2. Tahun pengesahan dokumentasi dan informasi 

hukum 

2. Keputusan 1. Nomor / SEKJEN / thn 1. Nomor urut Keputusan unit kerja yang membidangi 

2. No/KPA-DEWAN/thn 2. Kode penandatangan dokumentasi dan informasi 

3. No/KPA-SETJEN/thn 3. Tahun pengesahan hukum 

NOMOR: 234/SEKJEN/2021 keputusan 

3. Instruksi Nomor . .. /Tahun 1. Nomor urut Instruksi unit kerja yang membidangi 

Nomor 13/2020 2. Tahun Instruksi dokumentasi dan informasi 

hukum 

4. Surat Edaran 1. No/SE-Sekjen/thn 1. Nomor urut surat unit kerja yang membidangi 

2. No/SE-DA/thn 2. Kode jabatan dokumentasi dan informasi 

3. No/SE-DP /thn penandatangan hukum 

4. No/SE-IU /thn 3. Tahun pembuatan 

5. No/SE-BK/thn Surat Edaran 

NOMOR 46/SE-BK/2021 

5. Surat No/KA/bulan/tahun 1. Nomor urut Surat Tugas unit kerja pemberi tugas 

Perintah /Togas Nomor: 20/KA.05/04/2021 2 . Klasifikasi arsip 
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3. Bulan pem buatan 

4. Tahun pembuatan 

6. Surat Dinas Ekstern B/No/KA/ bulan/tahun 1. Klasifikasi Keamanan unit kerja yang membidangi 

Nomor: B/03/KP.05/09/2020 Arsip persuratan 

2. Nomor urut surat 

3. Klasifikasi Arsip 

4. Bulan pembuatan 

5. Tahun pembuatan 

7. U ndangan Ekstern B/No/KA/bln/thn 1. Klasifikasi Keamanan unit kerja yang mem bidangi 

Nomor: B/03/KP.05/09 /2020 Arsip persuratan 

2. Nomor urut surat 

3. Klasifikasi Arsi p 

4. Bulan pembuatan 

5. Tahun pembuatan 

8. Undangan Intern T /No/KA/bln/thn 1. Klasifikasi Keamanan unit pencipta arsip 

Nomor: T/29/HK.04/11/2020 Arsip 

2. Nomor urut surat 

3. Klasifikasi Arsip 

4. Bulan pembuatan 

5. Tahun pembuatan 

9. Nota Dinas No/KA/bln/thn 1. Nomor urut surat unit pencipta arsip 
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Nomor: 29/KU.02.01/ 11/2021 2 . Klasifikasi Arsip 

3. Bulan pembuatan 

4. Tahun pembuatan 

10. Nota Kesepahaman/ KA/No/bln/ thn 1. Klasifikasi Arsip unit kerja yang m embidangi 

Memorandum of KN.02/102/06/2020 2. Nomor urut surat dokumentasi dan informasi 

Understanding 3. Bulan pembuatan hukum 

4. Tahun pembuatan 

11. Perjanjian KA/No/bln/thn 1. Klasifikasi Arsip unit kerja yang membidangi 

KN.01.02/ 102/06/2020 2. Nomor urut surat dokumenta si da n informasi 

3. Bulan pembuatan hukum 

4. Tahun pembuatan 

12. Berita Acara B/No/KA/bln/thn 1. Klasifikasi Keamanan unit pencipta arsip 

Nomor: B/03/KA.03/10/2021 Arsip 

2. Nomor urut sura t 

3 . Klasifikasi Arsip 

4. Bulan pem buatan 

5. Tahun pembuatan 

13. Surat Kuasa B/No/KA/bln/thn 1. Klasifikasi Keamanan unit pencipta arsip 

Nomor: B/21 /HK.03/ 10/ 2020 Arsip 

2. Nomor urut surat 

3. Klasifikasi Arsip 
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4. Bulan pembuata n 

5. Tahun pembuata n 

14. Pengumuman B/ No/ KA/bln/ thn 1. Kla sifikasi Keamanan 1. Pengumuman Intern: 

NOMOR: Arsip unit pencipta a rsip 

B/ 121 / KU.04.01 / 01 /2021 2. Nomor urut surat 2. Pengumuma n Ekstern: 

3. Klasifikasi Arsi p da ri unit kerja yang 

4. Bulan pembuatan membida ngi persurata n 

5. Tahun pembu a tan 

15. Surat Pengantar B/ No/ KA/ bln / thn 1. Klasifikasi Keamanan unit pencip ta ars ip 

Nomor: R/29 /LG.01/ 11 /2020 Arsip 

2 . Nomor urut sura t 

3 . Klasifikasi Arsip 

4. Bulan pem bua tan 

5 . Tahun pembua tan 

16 . Surat Ketera ngan B/No/ KA/ bln/thn 1. Klasiflkasi Kea m ana n unit pencipta a rs ip 

Nomor: B / 0 3 /KP.05/09/ 2020 Arsip 

2 . Nomor urut sura t 

3. Klasifikasi Arsip 

4 . Bulan pembua tan 

5. Tahun pembua ta n 
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F. FORMAT PENGGUNAAN CAP DINAS DAN LOGO SEKRETARIAT 

JENDERAL DPR RI 

1. Cap Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI 

a . Ukuran dan W arna 

Tinta Cap Dinas berwarna ungu dan ukuran diameter Cap 

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut: 

Gedung Nusantara, 
Padi dan Kapas, 

Tulisan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia 

b. Cap Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI digunakan untuk Surat Dinas 

yang menggunakan Kop Sekretariat Jenderal DPR RI; 

c. Pembubuhan Cap Sekretariat Jenderal DPR RI dibubuhkan pada 

bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah 

dinas; dan 

d. Penanggung jawab dan Penyimpanan Cap Sekretariat Jenderal DPR 

RI dikeluarkan hanya oleh unit kerja yang membidangi persuratan. 
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2 . Logo Sekretariat Jenderal DPR RI 

Penggunaan logo Sekretariat Jenderal: 

a. Sebagai Kop Sekretariat Jenderal DPR RI 

1) Kop N askah Dinas Berwarna Menggunakan Logo dan Alamat 

Kop Sekretariat Jenderal DPR RI bergambar Gedung Nusantara 

yang diapit padi dan kapas berwama dengan alamat. 

SEKRET ARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBRaTO JAKARTA KaDE PaS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021 ) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

2) Kap Naskah Dinas Menggunakan Logo Tanpa Alamat 

Kap Sekretaris Jenderal dengan gambar Gedung Nusantara yang 

diapit oleh padi dan kapas berwarna dan tanpa alamat. 

SEKRETARIS JE~DERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLJ)( INDONESJA 

I 
3) Kop Naskah Dinas Hitam Putih Menggunakan Logo dan Alamat 

Kop Sekretariat J enderal Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 

Indonesia bergambar Gedung Nusantara yang diapit oleh padi 

dan kapas berwarna hitam putih. 
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'~,:.: SEKRETARIAT JENDERAL 
l -- .ob· DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
·,4 ,.Ii. JLN. JENDERAL GATa T SUBRaTO JAKARTA KaDE Pas 10270 

•:',.,';r"'." TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

4) Kap Naskah Dinas Hitam Putih dan Nama Unit Kerja 

Kap Sekretariat Jenderal bergambar Gedung Nusantara yang 

diapit aleh Padi dan Kapas Hi tarn dan nama unit kerja digunakan 

untuk Nata Dinas yang berlaku di lingkungan Sekretariat 

Jenderal. 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN 

b. Sebagai identitas Sekretariat Jenderal misalnya tanda pengenal pada 

pegawai Sekretariat Jenderal. 

c. Digunakan sebagai identitas produk Sekretariat Jenderal, misalnya 

pada buku, agenda, kalender, stiker, plakat, spanduk, kartu nama, 

dan media cetak/ elektronik. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

-~/ 
~ INDRA ISKANDAR J, 

"" NIP.19661114 199703 1 001"' 

ttd.



LAMPIRAN III 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH 
DINAS SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN 

KEWENANGANPENANDATANGANAN 

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban 

yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. Kewenangan 

penandatanganan Naskah Dinas dapat dilihat pada Tabel 4. 

A. Penandatanganan yang Menggunakan Garis Kewenangan 

Penandatanganan Surat keluar termasuk surat undangan 

ditandatangani Sekretaris Jenderal. Surat keluar termasuk undangan 

dapat ditandatangani oleh pejabat lain sebagaimana mat rik kewenangan 

penandatangan. Pen andatangan Naskah Dinas yang menggunakan garis 

kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan: 

1. Atas nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat a.n. digunakan jika pejabat yang 

menandatangani Naskah Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang 

bertanggung jawab. Berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 

pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatangan Naskah Dinas 

bertanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberikan 

kuasa. 

a.n SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

DEPUTI BIDANG/KEPALA BK/INSPEKTUR UTAMA ... 

Nama lengkap 
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Susunan Penandatanganan Atas Nama (a.n.) 

a) Nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan 

huruf kapital, didahului dengan singkatan a .n.; 

b) Nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas, dapat ditulis 

singkatannya, dengan huruf awal kapital; 

c) Ruang tempat tanda tangan; 

d) Nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas; dan 

e) Cap Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Untuk Beliau (u.b) 

Untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan jika pejabat yang d iberi 

kuasa memberi kuasa lagi kepada bawahannya. Oleh sebab itu u.b. 

digunakan setelah a.n. 

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

Deputi Bidang .. . 

u.b. 

Kepala Biro ... 

Nama Jelas 

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

Kepala Biro ... 

u.b. 

Kepala Bagian/Bidang 

Nama Jelas 

3 . Pelaksana Harian (Pih.) 

Pelaksana harian (Plh.) dipergunakan apabila pejabatyang berwenang 

menandatangani Naskah Dinas tidak berada ditempat sehingga untuk 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat 
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sementara yang menggantikannya. Pelimpahan wewenang bersifat 

sementara, sampai dengan p ejabat yang definitif kembali di tempat. 

Plh. Kepala Pusat Teknologi Informasi 

Tanda Tangan 

Nama Jelas 

4. Pelaksana Tugas (Plt.) 

Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 

menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena menunggu 

ketentuan lebih lanjut. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, 

sampai dengan pejabat definitif ditetapkan. 

Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi 

Tanda Tangan 

Nama Jelas 

B. Cara Penandatanganan dan Pembubuhan Paraf 

1. Ketentuan Naskah Dinas dengan paraf 

Naskah Dinas dicetak dalam dua rangkap, yaitu: 

a. Rangkap pertama merupakan Naskah Dinas yang dibubuhkan 

paraf. Naskah Dinas dengan paraf disimpan sebagai pertinggal 

sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 47; dan 

b. Rangkap kedua merupakan Naskah Dinas tanpa paraf yang 

dikirimkan sesuai dengan tujuan Naskah Dinas. 

2. Pembubuhan Paraf Secara Hierarki 

a. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan Naskah Dinas 

berwarna hitam atau biru tua. 
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b. Setiap konsep Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh pejabat di 

bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep N askah Dinas 

tersebut. 

3. Pembubuhan Paraf Secara Koordinasi 

a. Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan 

koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari 

unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf 

koordinasi. 

b. Paraf koordinasi dibubuhkan pada bagian kiri bawah setiap 

halaman Naskah Dinas dengan menggunakan kolom secara 

horizontal tanpa mencantumkan jabatan. Paraf koordinasi untuk 

setiap halaman tidak diperlukan kolom. 

c. Paraf koordinasi yang dicantumkan pada halaman terakhir 

Naskah Dinas dilengkapi dengan nama jabatan dan spesimen 

paraf dengan menggunakan format kolom. 
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1) Format kolom paraf koord inasi untuk setia p halaman 

SEKRF.T ARIS J K'IDF.RAL 
OEWAN PERWAKll, AN RAKYAT 

R[P.!:!!!_U K.!SDONESIA 

PERATURAN 
SEKRETARIS .JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ..... TAHlJN .... 

TENTANG 

(JUDUL PERATURA.NI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRET ARISJENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Men imbang 

Mengin gat 

a . bahwa . ....... .. .......................... ........ .. ..... . .............. . 
b. bahwa .. .... .. . .. .... .... .. ......... ...... . .. ..... . .... ... ... ... ........ . 

1. ··· ······ ···· ···· ···· · ··· · ·· ·•··········"·"····· ··· ·· · ······· ·· ···· ······· 
2. ········ ·· ·········· ····· .. ···· ···· ··-- ··· ·· -- ···· · ·"·· ···· · ···--·· .. ······ 

MEMUTUSKAN: 

Mcncta pka n PERAT URAN SEKRET ARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
T ENTANG ... . .......... ...... .. . ..... . .............. ..... .. . ...... .... .... . 

Pas.al 1 

Pasal 2 

Diteta pkan di J akarta, 
pada tangga l.. .. .. .. .... . 
SEKRETARIS JENDERAL, 

(Tande Tanganl 

NAMA LENGKAP 

'Proaf P aram araf Para,- · Paraldst (sesuai l 
. 1 2 .:_ 3 __ 4 ....._5 ~ kebutuhar!) 

2) Format kolom paraf koordina si untuk j a ba tan pimpinan t inggi 

m adya 

PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI 

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN 

KEPALA BADAN KEAHLIAN 

INSPEKTUR UTAMA 
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3) Format kolom paraf koordinasi untuk jabatan pimpinan tinggi 

pratarna 

PARAF KOORDINASI 

KEPALA BIRO I ( ...... .... .... ) 

KEPALA BIRO II ( .. ........ .... ) 

KEPALA BIRO III ( ............. ) 

KEPALA BIRO IV( ...... ... .. . ) 

KEPALA PUSAT ( ............ ) 

-3 -

PASAL16 
AOENOUM 

PASAL 17 
KETENTUAN LAIN 

PASAL 18 
(KETENTUAN LAIN SESUAI KESEPAKATAN) 

Demikian Perjanjlan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas 
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA r----, 
I 
I M ateral I 

I ._ ___ _ 
······································ ........................................ 

PARAF KOORDINASI (sesuai kebutuhan) I 
Kepala Biro ...... I 
Kepala Biro ...... 

I 
Kepala Biro .. .... I 
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TABEL 4. MATRIK KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

NO JENI$ NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 

DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

1 Peraturan ✓ - - - - - Peraturan ditanda tanga ni oleh 

Sekretaris J enderal atau Plt 

Sekretaris Jenderal yang 

diberikan kewenangan 

berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan 

2 Keputusan ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ Keputusan ditanda tangani oleh 

Sekretaris Jenderal, pejabat lain 

yang menerima pend elegasian 

wewenang, atau pejabat la in yang 

atas jabatannya berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan 

memiliki kewenangan untuk 

menetapkan Keputusan. 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 
DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

3 Instruksi ✓ - - - - - lnstruksi ditandatangani oleh 

Sekretaris J enderal 

4 Standar ✓ ✓ ✓ - - - Standar Operasional Prosedur 

Operasional (SOP) d itandatan gani oleh Pejabat 

Prosedur (SOP) Pimpinan Tinggi terkait. 

5 Surat Edaran ✓ ✓ - - - - Surat Edaran ditandatangani oleh 

Sekretaris Jenderal a tau Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya lainnya 

yang mendapatkan pelimpahan 

wewen ang sesuai dengan 

substansi surat edaran. 

6 Surat ✓ ✓ ✓ - - - Surat Perintah/ Surat Togas 

Perin tah / Surat ditandatangani oleh Sekretaris 

Togas J enderal, Pejabat Pimpinan 

Tinggi, dan Pejabat lainnya yan g 

diberi kewenangan berdasarkan 

@ 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 
DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

ket entuan Peratura n p erundang-

undan gan dan /atau Pera tu ra n 

Sekretaris J en deral 

7 Surat Dinas ✓ ✓ ✓ - - - Surat Dinas Ek s tern al dapa t 

Eksterna l ditand atan gani oleh Sekretaris 

Jenderal atau Pejabat Pimpina n 

Tinggi la innya atas nam a 

Sekretaris J enderal. 

8 Sura t ✓ ✓ ✓ ✓ - - Surat Und a n gan Internal d apat 

Undangan ditandatan gani oleh Sekretaris 

Internal J enderal, Pejabat Pimpinan 

Tin ggi, dan Pejabat Adm inistrator . 

Penandatangan a n Surat 

Undan gan Internal disesuaikan 

den gan level pejabat yan g 

diundang. 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KE TERAN GAN 
DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

9 Surat ✓ ✓ ✓ - - - Surat Undangan Eksternal dapat 

Un dangan ditandatangani oleh Sekretaris 

Eksternal J enderal atau Pejabat Pimpinan 

Tinggi lainnya atas nama 

Sekretaris J enderal. 

10 Nota Dinas ✓ ✓ ✓ ✓ - - Nota Dinas dapat ditanda tan gani 

oleh Sekretaris Jendera l, Pejabat 

Pimpinan Tin ggi, dan Pejabat 

Administrator sebagai 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

tanggung jawa bnya. 

11 Disposisi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Disposisi d apat d i ta ndatangani 

oleh Sekretaris J enderal, Pejabat 

Pimpinan Tinggi, Pejabat 

Administrator dan Pej abat 

Pengawas. 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 

DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

12 Berita ✓ ✓ ✓ ✓ - - Serita Faksimile ditanda ta n gani 

Fak simile oleh Sekretaris J enderal, Peja bat 

Pim pinan Tinggi, dan/atau 

Pejab a t Administra tor 

13 Nata ✓ ✓ - - - - Nata Kesepah aman (memorandum 

Kesepa h am an of understanding) da pat 

( memorandum dita n datangan i oleh Sekretaris 

of J enderal atau Peja ba t Pimpinan 

unders tanding) Tin ggi Madya lainnya yang 

m endapat pelimpa ha n wewen a n g 

sesuai tu gas d an fungsinya. 

14 Perjanjian ✓ ✓ - - - - Perjanjian da pat dita ndatan gani 

oleh Sek retaris Jenderal a tau 

Pejabat Pimpinan Tinggi Ma dya 

la innya yang menda pat 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 

DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

pelimpahan wewenan g sesuai 

tugas dan fungsinya. 

15 Berita Acara ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ Berita Acara dapat ditandatangani 

oleh Sekretaris Jenderal, Pejabat 

Pimpinan Tinggi, Pejabat 

Administrasi dan Pejabat Lainnya 

yang melaksanakan kegiatan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

16 Su rat Kuasa ✓ - - - - - Surat Kuasa ditandatangan i oleh 

Sekretaris J enderal 

17 Pengumuman ✓ ✓ ✓ - - - Pengumuman dapat 

ditandatangani oleh Sekretaris 

J enderal da n /atau Pejabat 

Pimpinan Tinggi 
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NO JENISNASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 

DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

18 Surat ✓ ✓ ✓ ✓ - - Surat Pengantar dapat 

Pengantar ditanda tangani oleh Sek retaris 

Jenderal, Pejabat Pimpinan 

Tinggi, Pejabat Administrasi dan 

Pejabat Lainnya yang 

melaksanakan kegiatan sesu ai 

tu gas dan fungsinya. 

19 Surat ✓ ✓ ✓ ✓ - - Surat Pengantar dapat 

Keterangan ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal, Pejabat Pimpinan 

Tinggi, Pejabat Administrasi dan 

Peja bat Lainnya yang 

melaksanakan kegiatan sesuai 

tu gas dan f ungsinya. 
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NO JENIS NASKAH SEKJEN JPT JPT PEJABAT PEJABAT PEJABAT KETERANGAN 
DINAS MADYA PRATAMA ADMINIS- PENGA- LAINNYA 

TRATOR WAS 

20 Laporan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Laporan dapat ditandatangani 

oleh pejabat yang diberikan tugas 

melaksanakan suatu kegiatan 

21 Telaah Staf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Telaah staf dapat ditandatangani 

oleh pejabat yang menyusun 

telaah 

SEKRETARIS JENDERAL, 

~IN:~~ 
- NIP.19661114 199703 1 001 ~ 

ttd.



LAMPIRAN IV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH 
DINAS SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas 

Kategori Klasifikasi Keamanan u n tuk Naskah Dinas, terdiri dari: 

1. Biasa; 

2. Terbatas; dan 

3. Rahasia. 

B. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas 

Perlakuan naskah dinas berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses, 

digunakan pada penomoran untuk mengkategorikan derajat Klasifikasi 

Keamanan dan Akses. Adapun kode derajat klasifikasi yaitu: 

a. Naskah dinas Biasa diberikan kode "B" dengan menggunakan tinta 

warna hitam; 

b. Naskah dinas Terbatas diberikan kode "T" dengan menggunakan tinta 

warna hitam; dan 

c. Naskah dinas Rahasia diberikan kode "R" dengan menggunakan tin ta 

warna mer ah. 
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C. Tata Cara Penggunaan Kertas Berpengaman 

Jenis Naskah Dinas yang Menggun akan Kertas Berpen gaman antara lain: 

No. Jenis Naskah Dinas Jenis Kertas 

1. Pera tu ran a i ,... .. ....,....._llJt.~ 
Of'IA"o' PUI\\~' LU~\ \ I 

I t__~J'l)()!oiDl\ 

J 
..a. .. 
t 

1 .. 
I . 
•• 

I 
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No. Jenis Naskah Dinas Jenis Kertas 

2. Kepu tusan Sekretaris a i Jenderal M.i.x1'41bJ'~ 
K1lto.\K&1'..u.t.l-\l,.\l\,f 

I .................... 

t 
I • J. .. 
i ·~ i 
'i .. .. 
I 
I ~· 
l 

3. Kepu tusan lain a 
.... .-.1 ............. " . .__ ..... " ..................... , ......... , .. ~ ... 

' 
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No. Jenis Naskah Dinas Jenis Kertas 

4. Nota Kesepahaman atau 

Perjanj ian 

• 
5. Surat Kuasa 

Q S!KAl!TARIAT JE.NOfltAL . ~ 
OEWAH rEftWAKJLAN RAKYAT Jl.U'UIUK INOOHU&A 

I 4"" ~~ll.MnO~~<lx»l"'JaGJlt 
·t:1.• t1" 011,- r,u. ll"Jol•,w•1t'll.tt~ -e-"'"' 

., 

I 
" ] .. 
I .. 
J 
I 
\ 

l .. 
I 
~ 

I ., 



-5-

No. Jenis Naskah Dinas Jenis Kertas 

6. Korespondensi Eksternal 

fl Sf.KAE'TAJl1AT JEH:DEltAL .! 
DEWAN PERWAICII.AN RAKYAT UPIJOUI( INDONUIA J 

.-Jrj.tffrrOBIW. ~l'OfSle l4iYTO~ "JJ0tl'l:ill4l'9 
"fl~ ,at,!fl.)lt , A.\.&n 111.)4.LJ Vt,,rn .... ~ _.___.. 

., 

I ., 
j 
., 

' . ' 
.1 . 
' l 
1 .. 
I 
' .\ 

I .. 
a 

SEKRETARIS JENDERAL, 

- ~ / 
INDRA ISKANDAR / 

~ NIP.19661114 199703 1 001 /y 

ttd.



LAMPIRANV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH 
DINAS SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

A. Penanganan Naskah Dinas Masuk 

Naskah dinas masuk adalah semua n askah dinas yang diterima dari 

perseorangan, instansi swasta, dan/atau pemerintah/lembaga lain. 

1. Prinsip penanganan naskah dinas m asuk: 

a . Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan pada unit kerja yang 

mempunyai fungsi di bidang persuratan; 

b. Penerimaan naskah dinas diangga p sah apabila diterima oleh 

petugas atau pihak yang berhak menerima pada unit kerja yang 

mempunyai fungsi di bidang persuratan; dan 

c. Naskah dinas m asuk yang disampaikan langsung kepada pejabat 

atau staf unit pengolah harus diregistrasikan pada unit kerja yang 

mempunyai fungsi di bidang persuratan. 

2 . Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan: 

a. Pen erimaan 

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup 

dikelompokan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan Biasa 

(B), Terbatas (T), dan Rahasia (R) . 

b. Pencatatan 

Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang 

telah dikelompokan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 

Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa 

Daftar Registrasi Surat Masuk. Pengendalian n askah dinas 

dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana 

pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi: 

1) Nomor urut; 
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2) Tanggal penerimaan; 

3) Tanggal dan nomor naskah dinas; 

4) Asal naskah dinas; 

5) Isi ringkas naskah dinas; 

6) Unit kerja yang dituju; dan 

7) Keterangan. 

c. Sarana pengendalian Naskah Dinas antara lain dapat berupa: 

1) Buku Agenda N askah Dinas Masuk. 

2) Kartu Kendali. 

3) Agenda Elektronik. 

d. Pengarahan 

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa 

dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami 

keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui 

unit pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas 

terse but. 

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori rahasia, 

dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah 

yang dituju. 

e. Penyampaian 

Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai 

dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. Bentuk 

bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa buku 

ekspedisi/lembar tanda terima penyampaian. Bukti penyampaian 

naskah dinas masuk memuat informasi tentang: 

1) Nomor urut pencatatan; 

2) Tanggal dan nomor naskah dinas; 

3) Asal naskah dinas; 

4) Isi ringkas naskah dinas; 

5) Unit kerja yang dituju; 

6) Waktu penerimaan; dan 

7) Tanda tangan dan nama penerima di unit pengolah. 
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B. Penanganan Naskah Dinas Keluar 

Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim kepada 

perseorangan, instansi swasta, dan/ atau pemerintah/lembaga lain. 

1. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar: 

a . Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di 

unit kerja yang membidangi persuratan. 

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan naskah dinas, meliputi: 

1) Nomor naskah dinas; 

2) Cap dinas; 

3) Tanda tangan; 

4) Alamat yang dituju; dan 

5) Lampiran Gika ada) . 

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan 

se bagai beriku t : 

a. Pencatatan 

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada 

sarana pengendalian naskah dinas keluar. Ada pun sarana 

pengendalian naskah dinas keluar adalah Daftar Registrasi 

Surat Keluar. 

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan 

registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah 

dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas 

keluar meliputi: 

a) Nomor urut; 

b) Tanggal pengiriman; 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas; 

d) Tujuan naskah dinas; 

e) Isi ringkas naskah dinas; dan 

f) Keterangan. 
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b. Penggandaan 

1) Penggandaan Naskah Dinas adalah kegiatan memperbanyak 

naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai 

dengan kebutuhan. 

2) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah naskah dinas 

keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. 

3) Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategori klasifikasi 

keamanannya Rahasia, dan Terbatas harus diawasi secara 

ketat. 

4) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan oleh unit kerja yang 

membidangi persuratan. 

c. Pengiriman 

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah 

dimasukan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat 

lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori 

klasifikasi keamanan Biasa (B), Terbatas (T) dan Rahasia (R). 

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi 

keamanan Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukan ke dalam 

amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang 

dituju dan pembubuhan cap dinas; 

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat 

dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p' 

(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti 

dibawah namajabatan yang dituju. 

d. Penyimpanan 

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus 

didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang 

berupa sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal 

naskah dinas keluar; 

2) Pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan 

naskah dinas asli yang diparaf dan ditandatangani oleh 

pejabat sesuai dengan kewenangannya; 
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3) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan 

menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang 

memiliki informasi atau subyek yang sama. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

-~/ 
~ INDRA ISKANDAR ../, 

'NIP.19661114 199703 1 001 /V 

ttd.




